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ABSTRAK

Wacana Politik lsla111 telllallg Khilafah kembali muncul pada awal abad 20

disuarakan oleh Hizbut TahrIr suatu partai politik internasional yang berideologi
Islam dan menjadikan Islam sebagai ftkrah dan thariqah dalam semua program-
progra13nya.- Skripsi i11i addlal1 hasil penelitian kepustakaan untuk menjawd)
bagaimana 1’Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam Hizbut
Tahrir" dengar menggunakal data primer yaitu buku yang ditulis oleh
Taqiyuddjn an-Nabhani dan buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir serta
data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang dalam pembahasan skripsi ini

Hasil pelelitian menyimpulkan bahwa Konsep Khilafah Islam merupakan

konsep politik Islam yang memiliki legitimasi teologis sosiologis dan historis.
Konsep Khilafah telah ada sejak jaman sahabat setelah Rasulullah wafat yang
dalam sejarah Islam dikenal Khulafa'ur Rasyidin, masa Khulafa'ur rasyidin inilal,
yang oleh sebagian para teodtisi politik Muslim dianggap sebagai prototype ideal

yang menggambarkan relasi lslaln dengan negara. Menurut Hizbut Tahrir, dalam
sistem Khilafah yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan politik adalah
kedaulatan tertinggi milik Tllhan, sedangkan kekuasaan adalah milik umat,
sehjnggr tujuan kekuasaan adatah untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan
segala perilaku kehidupan sosial politik haruslah diatur dan dikontrol oleh
hukunr--lukum Tuhan

Dalam mewujudkan Daulah Khilafah Islalniyah, Hizbut Tahrir memiliki
tiga tahapan dalam strategi dakwahnya yaitu, Marhalah ’l'atsqif', Marhalat I'af-a'ul
dan Mar}Ialah /5///a#111/ Huknll . Hal ini bukan pekerjaan mudah. Hizbut Tdujr
seolah-olah menafikkan adanya plwalitas aliran pobtik dan kalam di kalangan
internal umat Islam. Untuk itu guna menghindari eksklusivisme dan untuk
mengoptimalkar tujuan dakwah, maka Hizbut Tahrir perlu melakukan
senergis tas dalam kelompok Islam yang lain. Baik yang bergerak dalam bidang
pendidikan, ekononli, politik kesejahteraan sosial sehingga ada titik temu dan
akhirnya menjadi kebutullan bersama dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebuah agama yang tidak hanya berisikan aspek

teologi dan etika moral semata, akan tetapi juga sistem hukum yang perlu

diterapkan dalam kehidupan bennasyarakat dan bernegara. Secara historis, hal itu

telah dibuktikan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di mana

cita-cita tentang masyarakat dan negara dapat diimplementasikan tanpa ada

kesulitan. Suasana hannonis dan std)iI yang terjadi menurut Ibn Taimiy3h

disebabkan mereka lebih dekat kepada Nabi sehingga lebih kuat dalam

memegang keyakinan, sementara pam pemimpinnya menunjukkan ketegasan

sikap dalam melaksanakan berbagai kewajiban 'di samping terpercaya dalan

prilakunya. 1

Ajaran-daran Al-Qul'an tentang sistem hukum dan politik lebih bersifat

moral univesal-substansial, tidak pada tataran teknis operasional dikarenakan

dinamika perkembangan zaman yang terus berubah.

1{al ini dibuktikan pasca wafatnya Nabi SAW di mana beliau tidak pernah

menunjuk siapa penggantinya. Nabi juga tidak pernah menjelaskan bagaimana

1 Khalid Ibrahim Jindan, Teoll Penlellnlahan Islam Menurut Ibnu laimiyah. (Jakarta : Rineka
Cipta, 1994), 45

1

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



2

mekanisme pengangkatan penlilnpin setelah beliau. Meskipun demikian Al-

Qur’an sebagai sumber hukunl memberikan tiga kerangka acllan moral tent&lg

persoa_an kepemimpinan dan pemilihannya yaitu: keadilan, musyawarah dan

kepatunan pada penguasa (111 iI-al-amr) selama tidak kepada kedurhakaan.2 Oleh

sebab itu yang menjadi ukuran sebuah negara dalam Islam adalah apakah rasa

keadilan benar-benar sudah terwujud dan terasa didalamnya dan mempengaruhi

seluruh kehidupan masyarakat .3

Menurut A. Hasjnri, proses kelahiran negara Islam telah di mulai sejak

Muharnmad nenerilna wahyu pertama di mana beliau mendapat perintah dari

Allall untuk !uendakwahkall lslalll seca-a sembunyi-sembuyi. Tema dakwdl Nd)i

pada masa itu lebih berorientasi kepada pembinaan mental dan moral serta

penana:nan 1lj ai-nilai ketauhida11. Sasaran dakwah pertama kali adalah kalangan

terdekat bihU seperti keluarga dan sahabat kepercayaannya. Dakwah sembunyi

ini berlangsung selama tiga tahun sampai Nabi mendapat perintah untuk

berdakwah secara terang-terangan. Sebagai akibat dari dakwah ini, Nabi

mendapat respon yang cukup keras dari lawan-lawan politiknya berupa

intimidasi, teror, pembunuhan, penganiayaan, pemboikotan sosial dan ekononi

kepada para pengikutnya nrelljadi surut kebelakang, bahkan jumlah pengikut

beliau yang Urus-menerus beltanbah terutama setelah terjadinya ikrar Bai'at a/-

2 Abu Zarrah, AlirtrI Politik dan Aqidah IJalam Islam, (Jakarta : Ix)gas, 1996), 23
3 Ahmad Syafi’i Maarif, Studi I'entang Percaturan Dalan Konstihrante: Islam dan Masalah

Kellegaraan. (Jakarta : LP3ES, 1 985 ), 16.
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3

Aqobc+1 1 dan 2 yaitu berupa sumpah =tia dari suku Aus dan Khaaaj untuk setia

berjuaag dan membela bersama Nabi dalam mendaklvahkan Islam.1

Set'ing dengan jumlah pengikut Nabi yang terus bertambah, meningkat pula

tekanan dan ' teror yang dilakukan oleh lawan-lawan politik beliau. Menghadapi

situasi seperti ini, Nabi mengambil sebuah keputusan politik yang cukup bdhant

melakukan hijrah keluar yaitu ke Yatsdb. Di Yatsdb atau Madinahlah untuk

pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan inerdeka di bawah

pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang daN Mekah

(MuhajiHn) dar penduduk Madinah y&lg telah memeluk Islam, serta yang telah

mengu•dang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansar). Di antara penduduk

Madina te«!:pat juga komuIHtas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan

sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja

berhala. Una mengatur kehidupan dan pola hubungan antara anggo-a

masyarakat yarg sangat lnajelnuk, Nabi membuat sebuah dokumen politik yarg

dikenal dengan istilah Piagam Madinah dan dianggap sebagai konstitusi atau

Undang-Undang Dasar Negara Islam yang pertama.5

bPel'soalan kcpelnilupinan nrulai muncul setelah Nabi meninggal. Para

sahabat berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menggantikan posisi beliau

baik sebagai pemimpin spiritualitas keagamaan maupun pemimpin keduniawian.

Masing-masing sahabat dari kalangan Anshor dan kaum h4uhajhin merasa lebih

4 A. Hujmy, Di wala Letak Negara Islam. (Surabaya : Bina Ilmu, 1967), zU-46
5 Mulanir Si3d U Islam dan Tata Negara; Ajaran. Sejarah dWI Pemikirwr. (Jakarta : Ul Press,

1993), 10
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4

berhak unta menjadi pengganti be-jau (Khalifah) karena mereka memiLki

kontribusi tuhad3p dakwah penyebaran Islam. Begitu urgennya masalah

kekhalifahan ini sampai-salnpai untuk pemakaman jenazah Rasulullah menjadi

mundur tiga hari berikutnya. Setelah melalui musyawarah di antara para kabilah

di 'rsaqifah Bani Saidah maka disepakati Abu Bakar dipiIIh untuk menggantikan

posisi Nabi. Terpilihnya Abu Bakar melalui musyawarah ini merupakan

pelaksanaan konsep syura pertama pasca wafatnya Nabi dan dianggap sebagai

dasar-dasar teori politik Islam kllususnya kalangan Sunni.6

Pada perkembangan seianjutnya, terpiiih berturut-turut setelah Abu Baku

adaiah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dan Aji bin Abi Thaiib. Proses

pemilil-an ertpat khalifah meski dengan musyawarah, akan tetapi tidak sama satu

dengan lamr)3. Abu Bakar terpIIIh melalu pemIIIhan langsung, Umar bIn

Khattab terpiih melalui penunjukan langsung dari Abu bakar, Utsman bin Affan

dipiiih oieh Ahlul Ha! ! v\’di .-\Lld! (semacam dewan fonnatur) dan Aji bin Abi

Thalib diangkat InelalUI IJelllilillan berdasarkan kesepakatan ummat. EmpU

Khalil bh penggantI setelal1 NabI InIlah yang disebut dengan Kllulath' ar-Rasylcbn

yang txrarh mereka para wakIl, penggant1 Rasulullah yang mendapat petunjuk,

taat dul setia kepada ajaran-ajaran agam. Geiar Khuiafa' ar-Rasyidin diberikan

berkaitan dewan kapasitas kepeminlinan mereka sebagai kepala negara

sekaIIgus kepala aganra d3lall nrempertahankan kemumlan ajaran Islain dalam

b lbid.. 21
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5

kehidlpan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulunlah SAW.7 Sejarah juga

merica at be=akhimya periodesasi empat khalifah juga tidia sama. Abu Bakar

berakhr dengan meninggalnya betiau. Sementar Umar, Utsman dan Ali berakhir

dengal tragis meninggal kareI13 dit)until. Hal ini juga ulenegask,an bahwa Islam

juga tidak menjelaskan berapa lama seorang bisa menjabat khalifah dan

bagaimana aekwisme untuk lnengakJlid jabatan kJrahf:lh.

MekarLsne pemilihan yang tidak sama terhadap empat khalifah juga tidak

dijelaskannya secara lebilr rillci teIUang bagailnana sisteIn pelnberheetian khalifah

membLktikal! bahwa sisteln politik Islam memberikan keluasaan untuk

menenklkan sendiri luode! yalg tepat sesuai dengan kondisi sosio grafis dan sosio

historis tanpa harus meninggalkan prinsip moral universalnya. Meski

berlangsung ' singkat yaitu sekitar tiga puluh tahun yang ditandai dengan

keputusan unbk menurunkan tahta atas nama Muawiyah oleh Hasan, akan tetapi

masalah KIrI,!afa' z-Rasyidin dianggap sebagai prototype pemerintahan paling

demokutis ur_tIk saat itu dengan ciri-ciri antara lain :

Petlama, pemilihan kJlallthh dilakukan oleh majelis syura dan berdasarkan

persetu.uan tnum. I\4esklpun Unrar ditunjuk oleh Abu Bakar, akan tetapI tetap

dengan persetijuan tunum nrasya’akat. Pengangkatan Utsman djiakukan oieh

orang-aang yang ditunjuk khlaifah Umar (ahlul halli w’a/ acId) dan kemudian

disetuJ! oleh masyarakat untu 111 dI masjid Nabawi. BegItu juga dengan All

/ Dewa-1 Redaksi ErsikJopedi lsIun (DREF), Ensiklopcdi Islam. vol.3 (Jdarta : !chti ar Baru Van
[lcove, 1993 ), 52
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6

sebagai khalfah. Hal ini menunjukkan bahwa institusi Khilafah adalah jabatan

suci dan ben\'ibawa sehingga seorang khalifah yang diangk3t harus mendapat

persetujuan umum dan majelis s)’tira.

Katara, terikat olell Al-Qur'an dan sunnah Nabi karena tugas beliau adalah

melaksanakan ketentuan-ketentuan dan nlemutuskan hukum berdasarkan Qur’an

dan Sunnah Rasul. Pada jaman Khulafa' ar-Rasyidin. Seorang khaliftrb di

samping sebagai kepala penlerintahan, juga menjadi pemimpin religi dan iman

masjid daJa» sholat, palglin ia angkatan bersenjata dan hakirn pada pengadilan

tinggi yang menrberikan putus,ul final pada setiap perkara-perkara yang ack.

Multinngsi dari posisi khalifah ini seringkali disebut sebagai kepemimpinan

politik dan reEgius dalam Islan. Keterikatan khalifah terhadap Al-Qur’an dan As-

Sunnah setagai slrmber hukum tertinggi dalam memutuskan setiap persoalan

lnembuktikan bah\va di nrasa khalifah kedaulatan tertinggi di tangan Allah

sebagai pemttat syara’. Hal ini seperti disampaikan smt pidato pertama kali Abu

Bakar yang menyenrkan kepada r,3kyatnya untuk taat kepada beliau selama masih

dalam jalur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan permintaan kepada

rakyatnya untuk selalu melakukan kontrol dan koreksi terhadap kebijakan-

kebijakannya yang dianggap menyimpang.8

Ketiga. kebebasan berpendapat di mana seorang khahf:Ih bukanlah manusia

suci yang terbebas dari segala kesalahan dan kekeliruan. Setiap warga diberikar

8 AbU N 13 3l-Mauduai! KhIlafah iiall Kerajaan: Evaluasi Atas Sqlarah Pemerintahan Islam,
(Bandung : Mizan, 1996), 120- 121
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7

kebebasan mengemukakan pendapatnya sebagai kritik dan kontrol terhadap

kekuasaan. =orum musyawarah tidak hanya dilakukan ditingkat elite dengan

kalangan dewan syura, tapi juga dengwr rakyat bawah setiap kali sehabis sholat

lima waktu, seminggu sekali setelah selesai Jum'at dan pada level yang lebih luas

setiap hari raya haji ketika katun lnusbmin dari seluruh dunia berkumpul. Tatap

muka khaliliM dengan rakyat sangat memungkinkan karena khalifah sangat

egaliter dalam kehidupannya, sederhana, tidak elitis dan cukup pt)pulis sehingga

dia tahu betul persoIaII yang dilladapi rakyatnya sehari-hari.

Keempat. Baitul Mal sebagai kas negara tidak dianggap sebagai miLk

prIbadi khalifah, tapi luelupakan harta nrilik publik yang segala pengeluarannya

harus dipertarggungjawabkan kepada masyarakat luas. Para khalifah Abu Bakar,

Umar dan Ali hanya mengambil harta di Baitul Mal cukup untuk seorang saja,

tidak lebar dai gaji yang sudah ditetapkan. Sedangkan Utsman tidak pernah

menganbil sedikitpun dari harta Baitul Mal. Para khalifah beranggapan bahwa

jabatan yang dipegang adalah sebuah amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, bukan sebuah kesempatan untuk menumpuk hut%

Inernperkaya diri dan keluargalya.

Ke tinta. tegaknya supreinasi hukum yaitu segala sesuatu diputuskan

berdasarkan hukum yang berlaku (rule of ta\v) . Pengadilan sebagai lembagi

terhngb- unttbc mencari keadilan benar-benar mandiri dan bebas daN intervensi

kekuasaan. Seorang khalifah salna kedudukannya dengan rakyat didepan hukum.

Hal ini terbukti sepeIti pada masa khakfah Ali ketika berperkara dengan orang
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Nasra&i tentang kasus baju besi luiliknya, karena khalifah tidak bisa menunjukkan

buni dan saksi kepemilikan, maka hakirr tetap memenangkan orang Nasrani.9

Setelah berakhirnya masa Khliafa' ar-Rasyidin, ke<halifahan dipegang

N4ua\',' yall bin Abi Sul\'all. Berbeda dengan empat kiralifah sebelumnya,

Muaw:yah mendapat jabatan kllalifah tidak melalui proses musYawarah. Akan

tetapi <arena siasat muslihat pada waktu terjadinya tahkim antara khalifah Ali bin

Abi T-lalib dengan Muawiyah dan berakhir dengan kemenangan Muawiyah dan

sesudarnya tidak bisa lagi disebut masa Khulafa' ar-Rasyidin karara lnekanisme

tidak melalui musyawarah tapi melalui turun temurun. Hal ini sesuai dengan

prediksi Rasulullah dalam sabdanya :

\ \

IUt 8} i Ll J;)13 ;},Jt bb fl 431 JJUJ JB #a JP

( .,.,\ .„ ) ,UJ ).' &bJ\ J\
Dari Sakinah ia berkata. Rasulullah SAW bersabda : "KhUafah Nubuwwah
akan berlangsung selalnu tiga puluh tahun-tahun dan menjadi kerajaan.
Kemudian Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang
dikehendaki" . (HR. Abu Dawud)19

MenurQt Munawir Sja'Jzali, ada beberapa faktor obyektif yang

menyebabkan mengapa konsep musyawarah tidak bisa dilaksanakan pada saat

pemilihan khdifah Muawiyah di antaranya faktor geografis yang begitu luas,

sementara sarana hanspoltasi dan korrunikasi masih sulit. Ketika Khulafa’ ar-

9Majid Ali Khan, Sisi Hidup Para Khalifah Saleh, (Surabaya : Risalah Gusti, 2800), 265-273
10 Imam Abu Dawud, Kitab Sllnan Abu Dawud, Bab Khilaflth, Hadis No.4028, Juz 11, (Beirut :

Dar al-Kutub a]-llmiyah, 1996) dalam riwayat lain m«rwun,Ikan istilah ’salasuna arrntah' yang
berarti tiga puluh tahun Iman Alunad, Mui7kk/ Ahtuad. val.5, (Beirut : Dar al-Fikr, '995), 220-221
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Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam masih relatif sedikit dan tidak luas seperti

pada masa Muawiyah. Sementara itu penyebab pembangkangan Muawiyah

terhadap Ali bin Abi Thalib seolah ingin menegaskan bahwa jabatan khalifah

bukan monopoli kaum lnusliluat di Madinah, tapi juga menjadi hak bagi

komunitas Muslim di luar Madinah. 11

Da am sejarah sosial uma Islam selanjutnya tercatat ada lima

peHodesasi ®khalifalran. I)crtalna, Masa Khalifah Daulah Umayyah yang

beII)usaI di Damsyik (4 1 H-127 H/661 M-744 M). Kedua, masa Khalifah

Abbasiyah yang berpusat di Baghdad (132 H-@10 H/750 M-1240 M). Ketiga.

kekhalifahan Cordoba yang didiHkan dal berpusat di Spanyol (755 M-1236 M).

Kekhalifahan Cordoba ini didirikan 3leh keturunan dinasti Umayyah yang

disingkhakan yaitu AbduITahman bin IViuawiyah dengan masa kekuasaan hampir

lima abad. Keempat Khalifah Fatimiyah yang memerintah Mesir dan ABika

Utara (910 M-1171 M). Kelilna, Khalifah Granada (Qarnatah) yang didirikan

setelah jatuhnya keKhilafbhan Cordoba (1238 M-1492 M). Keenam, Khalifah

Usmaniyah yang belpusat di lstalubul Turki (1229 M-187 CSM),

Masa kekhalifahan di dunia Islam berakhir pada masa Daulah Usmanbah

tahun .92412 akibat sekulerisasi Kemal Attaturk yang menggantikannya menjadi

republik. Usaha-usaha untuk menghidupkan kembali keKhilafahan telah

11 Sjadzali, Islam ....., 35

12 Pardapat lain mengatakan bahwa kehancuran Khilafah sebenarnya terjadi 1258 yakni s«udah
penghancuran terhadap kekhalifahan Baghdad oleh ballgsa Mongol, maka teori persatuan politik Islam
telah berakhir, lihat Bernard Lewis, Mllslinl Menemukan Eropa. (Jakarta - Pustaka Firdaus, 1988)-
196
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dilakukan. Umat Islan misalnya dalam muktamar Khilafah di Cairo tahun 1926,

kongres Khilafah di Mekkah tahun 1926 yang berpusat di Surabaya.13

Dalam konteks gerakan Islam kontemporer akhir-akhil ini, wacana Khilafah

lslanliyah kembali disuarakan oleh Hizbut Tahrir yaitu suatu paKai politik

beddeologj Islam yang menyuarakan perlunya kembali umat Islam bersatu untuk

menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai solusi total dalam mengangkat harkat

martabat kaun muslilnill sedullia. Menurut Hizbut Tahrir, saat ini kondisi umat

Islam mengzhmi kemunduran dan keterbelakangan. Ada sebuah kontradiksi

antara Islam ubagai sebuah ideaIita dan kondisi umat Islam dalam sebuah realita,

kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam yang hidup di banyak negara-negara

Islam menjadi terkotak-kotak dengan pemikiran dan perasaan kaum muslimin

yang campur aduk dan bukan berstlnber dari nilai-nilai Islam seperti rasa

fanatislne nwdhab. Semangat nasionalisme sempit yang membatasi kaum

mushltin pada sekat-sekat kedaerahan, sikap primordialisme yang berlebihan

sehingga kaux muslimin menjadi tidak berdaya ketika berhadapan derrgan kaum

kalir yang menyerang dan menghancurkan kekuatannya, meskipun mereka

mayoritas Islam.14

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa kaum muslimin sekarang hidup

dalam !)aarul Wr (negeri kafIr), bukan Daarul Islam yaitu suatu negeri yang

menerapkan ILlcum Islam dan keamanan negara tersebut baik dalam negeri

13 DREI, Ensiklopedi ..... . 52

14 Hizbut Tahrir, Strategi Dak\\,ah Hizbut Tahrir. Cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul lz7at\ 2001),
12
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maupun luar negeri di tangan kaum muslimin. Realitas juga memperlihatkan

bahwa kaum muslimin yang tersebar di berbagai negara menerapkan sistem

pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi, serta sistem pendidikan yang tidak

bersturber dari ajaran-ajaran Islam sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai

masyarakat Nami. Kaum muslimin juga seringkali terjebak dengan slow11-sIo@n

dan pemikiran Barat sepelli demokrasi, kebebasan, kedaulatan rakyat, sosialisme

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.15

Hizbut Tahrir melihat itu semua sebagai akibat dari sebuah problem besn

utama umat Islam saat ini yaitu tidak adanya sebuah daulah Islam yang kuat.

Darllall Kllilalhll lslilllliyzlll sqjak kenuItuh,rnllya taJlull 1924 lllelljadika11

hilangnya penvujudan ideologi Islam yang mewamai kehidupan kaum muslimin

dan ajaran Islam dan menjadi dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Oleh sebab itu solusinya adalah - umat Islam harus kembali

lnenegakkarI ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan

jalan menegakkan sistem Khilafah yaitu mengangkat seorang Khilafah untLk

dibaj’at, didengar dan dipatulli oleh kaum muslimin selama ia menjalankan

kitabullah dan sunnah rasul-Nya. Setelah itu khalifah mengganti aturan dan

perundang-undangan kufur dengan aturan dan perundang-undangan Islam,

mengganti negeri-negeri kuRIr dengan darul Islam yang menyatakan seluruh

15 Ibid , 13
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negeri Islam menjadi suatu negara di bawah sebuah Khilafah. Tugas selanjutnya

menyeDarkan risalah Islam ini ke seluruh dunia dengan jihad dan dakwah.1a

B. Rumusan Mnalah

Berkaitn dengan judul diatas, untuk memudahkan dalam pemahaman dan

sistematika 3embahasan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan

sebagai berikut :

1.Bagainranakah Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Fahrir ?

2.Bagaimanakah Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam

lnewujudkan Khilafall lslallliyall ?

C. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "Konscp Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah

Islam Menurut Hizbut Tahrir". Fokus pembahasannya mengenai pokok-pokok

pemikiran l-lizbut Tahrir dalam persoalan Khilafah. Untuk menghindad

kesalahpahaman pada judul tersebut (interpretasi plural) , penulis perIl

menjelaskan arti kata dari istilah-istilah ini sesuai dengan konteks yang sebenar-

benarnya.

Khilafah Islamiyah : Arti secara bahasa adalah wakil, pengganti yaitu suatu gelar

jabatan penliInpin keagamaan atau paneHntahan. Secara

16 Ibid
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terminologi. makna Khilafah adalah suatu lembaga

pemerintahan dalam Islam dengan tujuan untuk menegakka1

syara’ demi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Orazg

yang menjabat disebut khalifah.17

Strategi Dakwah Islam : Ibnu siasat untuk mencapai sesuatu maksud deng,m

menyiarkan agama Isbn.18 Jadi yang dimaksud di sini adalah

suatu cara yallg dilakxkan untuk menyiarkan ajaran Islam yang

sesungguhnya yakni dengan menegakkan Khilafah sebagai

pengatur dan lnengwus semua persoalan umat

Hizbut Taha- : Suatu pandi politik yang berlandaskan ideologi Islam yang

berdiri pada tahun 1953 M/1372 Hak yang diprakarsai oleh

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di sebuah Mahkamah Banding

Yerussalem, di daerah Baitul Maqdis. 19

[hd uraian di atas dapat disimpulkan suatu pengetahuan umum, bahwa

yang dtnakSLd dengan Konsep FJdlafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam

Menurut Hizbut Tahrir dalam skripsi id adalah suatu gagasan atau pemIkiran

terTinggi tentang bagaimana mengatur dan mengurus semua persoalan umafo oleh

negara dan Khlafah sebagai pemegang ke:.arasaan tertinggi

17 DREI, F/! , ,liopedi .,... 50

18 W. J.S. Poelwadarminto, K,11111,3 t/'11111//1 Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustak4 1976), 965.
19 Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 1 1/12/200 1

20 Abdul cadim ZaIlulu, Pelniki lun Polilik Islam. cet.II, (Bangil : Al-lzzah, 2004), 5
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D. Tujuan PeneUtian

–ujuan peneiitian secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan

keiuiunn mencapai geiar Sarjana Strata Satu (S 1) di Fakultas Ushuluddin

Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun tujuan khusus

penelitian ini Malah:

1. LJntuk me•getahui Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir.

2. Untuk mengetahui dan manahamj Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut

Tani ddam mewujudkan Klrilafah Islamiyah.

E. Kegunaan Hmd Penelitian

Kegun mn penelitian ini adalah :

a. Pribadi :

i . Untuk nemberikan penlahaman dan wawasan kepada penulis tentang

pelllikil'an daII sil'zliegi gerakan lsizulr khususnya 1 lizbut ’l-ahrir tentang

KIUlafah islamiyah

2. Untuk membeIIkan keiuasal pandalgan tentang model dan strategi gerakar

poiitik Islam iain sehingga akan membentuk sikap dan poia pikir yang

toieran, ,nklusif dan menghargai pluralisme yang ada.

b. Akademis :

1. Untuk me=nperkaya khazanah intelektualitas khususnya tentang model, benaK

dan strategi gerakan politik Islam di Imionesia.
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2. Untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis

ma«pun p-aktis.

c. Masvaraka_ :

Untuk lnembehkan petllallal11all kepada lllasyal-akat tentang pemikiran partai

politik Hizbut Tahrir tentallp nrasalah Khilafah Islallliyal1 dan strategi dakwahny3

sehingp ticbJ< menimbulkan rasa ctuiga dan masyarakat bisa bersikap tolermt

terhada3 perbedaan yang ada

F. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami

konsep Khila;ah (kepemimpinan) dalaln Islam, hal itu sebenarnya tidak terlepas

darI spektrum politik dan latar belakaw historis unrat Islam yang secara garis

besar mengihlti dua pola, yakni pola politik Srurni dan pola politik Syi’ah,

lnesk{pun setelah ada dua pola tersebtlt lnentltup kelnungkinan timbul paham-

paham polii,< wng lain

[klan telaah pustaka, penulis tela 11 banyak lneiremukan berbagai jUdtl

yang membahas mengenai kepemiInpil lan. di antaranya adalah konsep

kepeminpinar mentnut al-Mawardi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas

Syari’d. Al-Mawzdi menyatakan bahwa mengangkat seorang Khalifah adalah

wajib menwut syara’ berdasarkan aIna’ para sahabat. Konsep imamah menurut

Syi’ah mahasiswa Fakultas Ushuluddi«. Konsep kepemimpinan menuIut Al-

Mau,ardi dan Ali Svari'ati
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Dari shi tampak sekaii bahwa kajian mengenai kepemimpinan (.Khilafah

atau dalam tnhasa Syi'ah disebut sebagai Imamat1 merupakan kajian yang tak

B pernah berhenti. Namun skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada

pentingnya penegakkall kembali Daulah Khilafah Islamiyah yang pada jaman

dahulu Islam memperoieh masa ke_ayaannya yang menurut Hizbut Tahrir

merupakan szatu kewajiban terbesar bagi umat Islam. Dari sinilah terdapat

perbedaan hjian yang dibahas oleh dalam skripsi ini dengan skripsi yang

sebelumnya.

Di antara kajian yang dapat dijadikan referensi adalah apa yang ditulis oleh

Syaikh Taqiyud{hn an-Nabhani dalam kiidbnya Sistem Punerintahan Islam, fuEls

kajian dalam buku tersebut membahas mengenai Khilafah (kepemimpinan) secaa

rinci mulai dari pengangkatan Khalifah, Status wajibnya mengangkat khalifah,

tugas.t'lgas Khalifah, dan yang bel'llubungan dengan lnasalah Khilafah.

Buku ' Sistem Penrerintahan Islam karya Taqiyuddin an-Nat)hani ini

merupakan buku yang menjadi dasar dakwah dan revolusinya yang berisi

mengenai pemerintahan Islam dan buku biograf1 politik Taqi)bddin an-Nabhati,

didalamnya membahas lnengellai latar belakang, perjuangannya serta pendidikan

politiknya, serta buku-buku lain yang ada hubungannya mengenai hal tersebut.

Buku-blcu tersebut telah membuka jalan bagi anggota Hizbut Tahrir untLk

lebih mulai mengkaji yang terkait dengan konsep Khilafah (kepemimpinan)

dalam perspektif Taqiyuddin tuI-Nabhani untuk menegakkan Flrilafah lslamiyd1

di dunia
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C. Mctodc Pcnclfian

Metode merupakan suatu ciri yang dipergunakan untuk mencapai tujuan

dan rnaksud yang dikeircndaki. Dalam shipsi ini penulis menggunakan metode

sebagai berIkut :

1, Pengumpulan Data

Studi ini murni penelitian kepustakaan Gibrary research) . Adapun teknk

pengampuitr data adalah dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-

stullbcl dad yulg dtla, kulllutlial dituaiktul scua-a sistullldtis daII jl;ids,

kemwtan dianalisa battik ditarik kesimpulan wswi dengan kerangka

penel:tian.

a. Da a Prirner

Yaitu sunhr utarla yang berasa dari buku kardngan Hizbut TahrL',

TaLIi)uddin an-Nabiiaii, daII Abdul Qadjm Zallum, baik tentang Khilafah

maupin lainnya.

b. Da–a Sekuader

Yaitu sumber pembantu dari buku-buku Hizbut Tahrir tentang Khilafah dan

htei'atw-literatur' yarlg rrrelljclaskarl penikirui tentang Kldlafall

2. Tekn k Pengolahan Data

Data yang diperoleh ditelaah dan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-

tahapal sebagai berikut
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1. Editing. yaitu : mengolah kembali semua data yang diperoleh kejeluan

makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamur

kelompok data.

2 . Orgunbing. yaitu : lnenyusuu dan menganalisa untuk rnensistenratiskan

data wng diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

sebehuuya,

3 . Analizing, yaitu : melakukur analisis lanjutan terhadap hasil

pengorgarisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah twd, dalil daII

sebagainya hingga diperoleh simpll lan-simpulan tertentu.

3. Teknik Analisa Data

Dalam pewlitian kualitatif ini teknik analisa data lebih bersifat analisa isi

(cunjy ni unuiysLs) terhadap data«iata yang di dapat baik primer maupun

sekunder. Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

1. Induktif : yakni di mulai dengan mengemukakan fakta-hkIa dalil«lalil

serta teori yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik generalisasi pada

kasus yang lebih umum.21

2. Deduktif : yakni rIlelllulai dengan nrenguIrgkapkan fakta-fakta yang bersifat

rrnurn untuk kemudian ditarik kepada kesimpulan yang tnrsifat khusus.22

3 . Deskriptif : yakni suatu usaha untuk mendeskripsikan dar

menginterprestasikan mengenai konsep Khilafah Islamiyah dan stIategj

21 Sutrisno Hadi_ VfelcxiologiResearc Ir. (Yogyakarta : Andi ORset 1993), 42
Ta

Ibid, . 43
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daI<war Islam menurut I lizbut Tahrir, sehingga dapat diketahui sejauh mana

konsep Khilafah tersebut dalam aplikasinya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skrIpsi illi sistematis dan lebih terarah penulis membagi

masing-masirg pembah&san menjadi lima bab dan tiap-tiap bab akan diuraikan

lagi lnenjadi sub bab. Untuk lebill jelas susunan tiap-tiap bab sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan galnbaran umum dasar penelitian yang berisi

Pendahuluan yallg meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Pelregasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil

Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri

Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisa

Data kemudian Sistematika Pembahasan.

Memuat tentang Sejarah dan Pertumbuhan Hizbut Tahrir yang

meliputi Latar Belakang, Tujuan Hizbut Tahrir, Keanggotaan

Hizbut Tahrir, Aktivitas Hizbut Tahrir, Tempat Aktivitas Hizbut

Tahar, dan Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir.

BAB III : Memuat data penelitian yang berkenaan dengan Pemikiran Hizbut

Tahir tentang Khilafah Islamiyah, dan Strategi Dakwah Islam

Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah.

Memuat aplikasi tentang data penelitian yang dideskripsikan, Wa

menjawab masalah penelitian, adapun aplikasinya adalah Konsep

19

BAB II

BAB IV :
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Khilafah islamiyah MaMat Hizbut Tahrir dan Skate@ Dakwah

Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam mewujudkan Khiiafah

Islamiyah .

BAB V = Penutup yang ineinuat tentalg Kesimpulan dan Sajan.
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BAB II

SEJARAH 1.AH IRNYA HIZBUT TAHRIR,

A. Latar Belakang Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berlandaskan ideologi Islam

yang berdiri pada tahun 1953 M/ 1372 H. Yang pertama kali muncul di negara-

negara TimtL- tengah yang diprakarsai oleh seorang qodhi yang bernama Syekh

Taqi}'uddin an-Nablrani lahir di Haifa Palestina, jenjang pendidikannya pernah

kuliah di al-Azhar, Mesir dan Dari al-Ulum, Kairo. Pengalaman hidupnya pernah

menjad hakim di Mahkamah Banding Baitul Maqdis (Yerussalem) dan Dosen di

beberapa kota di Palestina termasuk juga dosen di Islamic College, Amman

Yordania. Tetapi sepeninggal Syekh Taqiyuddin pada tahun 1977, kepemimpinan

Hizbut Tahrir diteruskan oleh Syekh Abdul Qodim Zallum, seorang ulama

kelahiran kota Khalli Palestina yang pemikiran-pemikirannya tidak hanya

b6rkelnbang di Timur Tengah saja tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia.

Dan gerakan hi masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an melalui KH. Abdullah

bin Nur dari Bogor. 1

Dalam perkembangannya, aktivitas Hizbut Tahrir banyak sekali

bersinggungan dengan kekuasaan negara setempat sehingga seringkali para

aktivis Hizbut Tahrir halus keluar masuk penjara, bahkan mengalami anc:arnaz

dan penyjkasaan dari rezim yang berkuasa. Hal ini terbukti misalnya pada tahua

1 Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesi 8 WWW.al-Islam.or.id, 1 1/12/2001

21

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



22

1969 Sy3frh Ahmad Da'ur seorang pemimpin Hizbut Tahrir cabang Yordaria

ditangkap karena dituduh melakukan upaya percobaan kudeta yang gagal Gan

dij tuh hukunan mati meski kemudian dicabut kembali. Termasuk juga beberapa

tokoh Hizbut Tahrir sepeRI Ir. Abdu, Ghani Jabir Sulaiman, Dr. Sholahuddin

Muhartmad Hasan (kedrranya tinggal di Austria), Abu Lihyah seorang Donor

ketuunan Palestina yang tinggal di Jerman Barat dan Alauddin Abdul Wahhab

Hajjaj yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh rezim Mesir tahun 19&+

karena dituduh melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah.2

Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik bukan kelompok yang hanya

berdasarkan - pada kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga

pendidikan (dademis), dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi

jiwa, i-Iti sekaligus . menjadi rahasia kelangsungan kelompoknya. Di samping itu

Hizbut Tahrir melihat Islam bukanlah sekedar identitas kultural dan ritual, akan

tetapi ideologi yang mencakup sivasah v'a daulah di mana ideologi dan sumber

hukum harus bersumber pada syari'at Islam.3

Lahirnya gerakan Hizbut Tahrir merupakan reaksi atas tindakan dan

puihku kaum muslimin yang melakukan kekufwan serta tercabik.cabiknya

kekuasaan Isl&m oleh kekuatan kufur yang dilancarkan oleh negara Barat dar

Eropa yang nQta bene kaum kafir. Semenjak perang dunia ke-1 dan ke-2, negui

yang semula hidup dalam sistem dan lcukur Islam mengalami aksi pendudukan

2 W AMY, Gerakan Keagnlaan dan Penlikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya, (Jakarta : al.
Fdsham, Cahaya Tauhid Umat, 2002), 89

3 Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.aI-lslam©, 11/12/2001
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ne pra-negara Barat. Mulai darI jazirdr Arab, tanah ABika, dan kawasan Asia

Tenggara. Pendudukan ini tidak saja sebagai pengambil alih kekllasaan, namun

sebagai upaya meruntuhkan simbol kekuasaan kaum muslimin. Hal ini dibuktikan

dengan semakin gencanlya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan

doktrin nmi03alisme sebagai usdm menumbuhkan keloyalan mereka terha(bp

tanch air daripada agamanya, sehingga ikatan Islam yang semula mempersiapkan

ulu:t dapat dipatahkan dengan dokttin naionahsnle.4

Untuk menghadapi hegelnoni Barat lahirlah gerakan-gerakan Islam, baik

yang menamakan dirinya sebagai kelompok atau partai, Namun sangat

disayangI:111 kelompok lnaupull partai-partai ini sangat mudah dipatahkan oleh

Barat sehingga gerakan ini menjadi tidak optimal.

Beranjak dM langkah perjuangan ideologis dan berbekal pengalamln

kegagalan sejumlah gerakan Islam, muncullah keinginan sebagian ulama' yang

dimotod ole1 syekh Taqi)'uddin an-Nabhani untuk mendirikan sebuah partai

Hizbut Tahrir sebagai gerakan vang meluruskan dan bertujuan membangkitkan

kembaR kejayaan Islam dengan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah:

39 JJ4_4) c3JJZ\4 JJ/121 J41 d\ b /xl hi (b 53 3

dJ’JA\ r’ =k3iii JII\
xrtinva : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

ntenycru kepada kebaikan aslam). menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegch

4 Ibid

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



24

dari ylng munkar. merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk
surga.F' . (Q.S. Ali imron: 104)J

Hizbut Tahrir bermaksud merIbangkitkan kembali umat Islam dari

kemerosotannya yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem

perurdang-uncangan dan Iruktun-hukum kuRu, serta membebaskan mereka dari

kek&asaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga

untuk membangun kembali Dauiah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga

uruml penle4ntah,m dapat dijalalrkan bmbali sesuai dengan apa yang dIturunkan

oleh Allah SWT.6

a. Keharusaa Berdirinya Partai-Partai Politik Menurut Syara1

Berdiriaya Hizbut Tahrir adalah upaya memenuhi seruan Allah Swt:

1

iu\ +b '&39

Artinya : "(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongw! umat". (QS.
Ali Imron: 104)7

Di dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim agar di

antau mereM ada suatu kelompok Gama’ah). Membentuk jama’ah di sini

ditunju<kan sekedar dengan adanya thalab (seruan dari Allah). Namun demikian,

terdapat qarinah (indikasi) lain yang menunjukkan bahwa ajakan tersebut adalah

kew=jiban. Inipun diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

s Al Qur'an, 3.104

6 Hizbut Tahrir7 Mengenal Hizbili TalnIr: Partai Politik Islam Ideologis. Cet. III (Bogor : Pustaka

Thoriqul Inah. 2002), 2-3
7 Ibid
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\

dJJtJ : JL f=J 4+ /bt ub aJI UP OLd 1 J! bJb J'

6_q Ji A\ Ab +J Ji $1\ &p O@J JJ,Ab 6/ IJ ,4 rd

{JJ c+bnN)B 8/H F &B L! L& 6&
Artinya : "Dari HudzaifUh bin al-Yaman dari Rasulullah SAW. bersabda :

Demi 1)zat yang diriku berada di tangan-Nya. Sungguh kalian (mempunyai dua
pilihan yaitu) metakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah varlg akan
mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian setelah
itu kalian berdo'a. maka (do'a) itu tidak akan dikabulkan". (Sunan Tirmidzi
no.2095)'

Hadis ini sebagai salah satu qarinah bahwa thalab tersebut adalah thalab

yaflg bersifat hanb;, dan perintah yang ada adalah wajib. Tentang jama'ah lu

harus berbentuk partai politik, maka dapat dilihat daN ayat di atas memerintahkan

kaum Muslim agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk

suat8 jama’ah. Cakupan aktivitas jama’ah ini telah ditentukan (dibatasi), yaitu

dakwah kepada Islam dan crlllar nIa'ruf' nahi multIcar . Bahkan aktivitas inilah yang

menjadi bagial terpenting, yaitll mengavasi para penguasa serta mneyampaiknl

nasehat kepadalya. Aktivitas seperti ini tergolong aktivitas politik. Demikian ayat

ini menunjukkar adanya kewajiban untuk mendirikan partai politik.

Akan tetapi ayat tersebut memberi batasan bahwa kelompok-kelompok tadi

harus berbentuk partai-partai Islam yaitu partai yang berasaskan aqidah Islam.

Partai yang mengambil dan menetapk21 ideide, hukum-hukum dan pemecahan

yang Islami. Thariqah (metoda) operasiorulnya adalah thariqah Rasulullah SAW.

8 Imam Tirmidzi, Terjemah Sunan llrnlidzi. Juz III, 664
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+

Oleh karena itu. tidak diperbolehkan kelompok-kelompok kaum Muslim

berdiri di atas asas selain lslatn, baik itu menyangkut $krall maupun thar iqahnya.

Alasamya karena hal itu perintah Allah SWT, di samping juga Islam adalah satu-

satLnya nIat>da (ideologi) yang benar dan tepat di muka bumi ini. Islam adalah

mat)da yang bersifat universal, ses .raj dengan 6 aah manusia dan dapat

memberikan pemecahan kepada manusia sebagaimana layaknya manusia. Oleh

karena itu is am telah nlengarahkan potensi hidup manusia yang berupa gharizah

(nalri) dan hajat al -’uttluw i)'tIll (kebutuhan jasmani) yaitu dengan mengatur

peuecahan(pemenuhan)nya dengan tatanan yang benar, tidak mengekang dan

tidak pula melepa3kannya sama sekali GhaHzah yang satu tidak mendonlinasi

gharizah yang lain.9

b. Adalya Sebab-Sebab Kenrerosotan lmat

Penyebab kemerosotan fatal yang dialami oleh umat ini adalah karena

sangat lemahnya kaum Muslim dalam memahami dan melaksanakan Islam. Hal

ini diakibatkan oleh faktor-faktor yang mengaburkan frkrah beserta thar iqahr\ya,

yang dialami sejak abad kedua Hijriyah sampai saat ini. Faktor-faktor tersebut

mun€ul karena beberapa hal, di antaranya yang paling menonjol:

1.) Trarstbr flsafat-filsafat India, Persia dan Yunani, serta adanya upaya

sebagian kaum muslim untuk mengcompromikannya dengan Islam, meskipun

dj artara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.

9 Hizbut Tahrir, Mengenal ...... 3-5
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2.) Adanya manipulasi ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam,

berupa ide-ide atau hukuln-hukum yang sebenarnya tidak bersumber dari

Islam, dargi,n tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum Muslim daN

Islam

3.) Diabaikannya bahasa Arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam,

disusul kemudian dengan dipisahkannya dari Islam pada abad ketujuh

Hij-iyah. Padahal agama Islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa bahasa

Arab. Seperti yang tampak dalam pengambilan (isHnbath) hukum-hukum baru

terhadap berbagai peristiwa yang berkembang yang dilakukan dengan jalan

ijtihad. Hal ini tidak akan dapat dilaktkan, tanpa menggunakan bahasa Arab,

4.) Serangan missionads dan lsaqafah (kebudayaan asing), yang disusul dengan

serangan politis negara-negara kafir Barat yang berlangsung sejak abad ke-17

masehi, dengan tujuan untuk mengdihkan pandangan dan menjauhkan kaum

Muslimin dari Islam, yang berujung untuk menghancurkan Islam.

Hal ini sebenarnya tidaklah pantas dialami oleh umat Islam, jikalau kaum

mushmin bent--benar menjalankan ajaran Islam secara total dan berkeyakinan

bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, hal ini dapat kita lihat pada masa

kejayaan Islam sebagai negara adidaya pada penerapan Khilafah Islamiyah-

Adanya kcmcrosot all iII i :Iki bat lemahnya kaum muslimin (sehingga

lnembelenggu dan lnelljerunluskal pemikiran mereka) dalanl memahanri dal1

melaksanakan itu
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Adapun sebab-sebab kegagalan seluruh usaha dan gerakan untuk

membangkitkan kembali kaum Muslim atas dasar Islam karena beberapa faktor di

antaranya yartu :

d.) Tidak adanya penlahanrall yang rinci mengenai fitrah dari pihak-pihak yang

berupaya membangkitkan kembali umat. Mereka terpengaruh berbagai faktor

yang mengaburkan, Mereka telah menjadikan fakta (yang ada) sebagai

sutuber pemikirannya, lalu dijadikannya sebagai sumber inspirasinya. Mereka

mencoba untuk mena'wilkan dan menafsirkan Islam yang tidak sesuai dengan

apa yang dikandung oleh nash (teks al-Quran dan sunnah), hingga pada

akhinrya disesuaikan dengall kondisi yang ada, kendati berlawanan dengan

Islam. Jadi tidak mengherankan apabila mereka selalu menyerukan slogan-

kebebasan, demokrasi, kapitalisme dan sosialisme. Mereka menganggap

bahwa hal itu berasal dari Islam, padahal semuanya itu sangat bertentangan.

b.) Tidak adanya kejelasan bagi mereka mengenai thariqah Islam dalam

menerapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam dalam bentuk gambaran yang

jelas dan sempurna. Mereka menganggap bahwa kembalinya Islam dapat

ditempuh dengan cara menrbangun banyak masjid, menerbitkan bUkU-bUkJ

Islam atau dengan jalan mendirikan organisasi-organisasi sosial

kemasyarakatan, atau usaha koperasi yang Islami, atau hanya melaILl

pendidikan akhlak dan pembinaan individu 'semata, tanpa lnelnperhatikaa

kebejatan masyarakat maupun cengkeraman ide-ide kufur berikut hukum dan

sistem perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
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Padahal rerbaikan masyarakat hanya akan terwujud dengan cara meluruskan

kembali ide-ide, perasaan-perasaan serta aturan-aturan yang berlaku di

masyarakat. Meluruskan dan memperbaiki aspek ini akan rnembawa kepada

perbaikan anggotanya, karena masyarakat bukan terdiri dari individu saja,

melainkan kumpulan individu berikut interaksinya. 10

B. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah paRa yang telah memahami dan menguasai fikror;

melihat dengan jelas dakwallnya; memahami permasalahannya dan konsisten

dengan sirah Rasulullah SAW. IItaka tujuan Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut :

a. Melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh

dunia. Tujuan ini berarti nlengajak kaum Muslimin kembali hidup secara

Islami di Daarul Islam, dalanr sebuah masyarakat Islami yang diliputi suasana

pemikiran dan perasaan Islami, serta diterapkan sistem dan hukum-hukum

Islam

b. Membangkitkan kembali muat Islam dengan cara yang benar, yaitu dengan

pola berpkir cemerlang yang dibangun di atas aqidah Islam dan berusaha

untuk meagembalikan masa kejayaan dan keemasan umat Islam sehingga

mampu mengambil alih kendali kepemimpinan dad negera-negara dan

bangsa-bangsa lain di dunia, sebagaimana yang telah terjadi di masa lampau

lo Ibid.. 10-13
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tatkaia isiam memilnpin dan memeiihara urusan kehidupan seRui dengan

hukum-htkum Islam

c. Mengemban risalah Islam ke seluruh dunIa dan memImpin umat daian

benanmg melawan SIstem kutu, berIkut pemrkrran.pemrkirannya secara

menyeluruh, sehingga Islam dapat meliputi seluruh dunia. '1

C. Keanggotaan Hizbut 'l’ahrir

HIzbut 'l'aJlrrr menernna keanggotaan setiap orang lsiam, baik iaki-iaki

maupun warna, tanpa nremperlratU(all lagI apakah mereka keturunan Arab atau

bukan, berktiit putih. ataupun hitam. Hizbut Tahrir adaiah partai untuk seiunfh

kaum Muslin dan menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam

serta mengambIl dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang

lagi ras, bangsa, warna kuIIt maupun madzhab mereka. Hizbut Tahrir melihat

semuanya dari sudut pandang Islam. “

Cara mengIkat rndrwdu-lndmdu di dalam Hab adalah dengan memeluk

akIdah Islam, matang dalam tsaqafah Hub, mengambrl dan menetapkan Ide-rde

serta pendapat Hab. Dia sendjdiah yang mengajukan dirInya menjadi anggota

HUb, setelah sebeiumnya teriibat dengan Hizb. Hai itu muncui ketika dakwah

telah berinte-aksi dengannya dan dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide

11 Hizbut Tahrir, Strategi Dak\lah Hizbllt Tahrir. (Bogor : Pustaka Thoriqul lzzah, 2001), 39-40
12 HIzbut tahrir, IMengenaI ......, 21

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



31

serta persepsi-persepsi Hizb. Jadi ikatan yang menjalin anggota Hizbut Tahrir

adalah akidah Islam, dan tsaqatbh Hizb yang lahir dari akidah tadi.

Halqah-ralqah (pembinaan) wanita di dalam Hab terpisah dengan halqah

laki-laki. Yang memimpin haIqah-halqah wanita adalah para suami, muhrimnya

13

atau para wanrta.

D. Aktivitas Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah untuk menIt)ah kondisi

masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang

menjadi ide-.ide Islam. sehingga akan menjadi opini umum di tengah-tengah

masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka, yang akan mendorongnya untuk

mereahsjr dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam. 14

Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, dimana

Hizb mempenatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan

syar’i. sebab, politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai

dengan hukum-Mum dan pemecahan Islam.

Aktivitas yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan

membina unat dengan tsaqafah Islam, melebumya dengan Islam,

membebaskanrya dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, serta persepsi

yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-

13 Ibid. . 21-22

14 Ibid.. 23
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pandangan yang kufur. Aktivitas politik ini juga dalam aspek pergolakrn

pemikiran (shira’ul .f\kriy) dan perjuangan politik (kifahu siyasiy) .

Sedangkan perjuangan politiknya terlihat dari penentangannya terhadap

imperalis kafir, dalam rangka nremerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya,

membebaskan umat dan tekanan dan pengntrhnya, serta mencabut akar-akarnya

baik yang berupa pemikiran, budaya politik, ekonomi maupun militer dari

5

seluruh negeri-negeri Islam. 1

Jadi aktivitas Hizbut Tahrir semuanya bersifat politik. baik di luar perkara

pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Hizbut Tahrir

mengemban dakwah Islam tiada lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam

kehidupan, sehingga akidah Islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan

perundang-undangan. Karena akidah Islam adalah akidah aqliyah dan akidah

siyasiyah yang melahirkan aturan yang dapat memecahkan problematika manusia

secara keseluruhan. baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial

kemasyarakatan dan lain-lain. 1'

E. Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir

Walaupun Islam adalah mabda yang bersifat universal, akan tetapi- menurut

metoda Islam-titik awal aktivitasnya tidak dilakukan di setiap negara. Memang

dakwah harus disampaikan ke seluruh dunia, hanya sda fokus aktivitas harus

15 Ibid. . 24

16 Ibid. . 25
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ditetapkan pada satu atau beberapa negara. sehingga aktivitas dapat

dikonsentrasikan pada tegaknya /)aulah Islamiyah.

Hizbut Tahrir sebagai partai umat Islam di seluruh dunia menandaskan

bahwa telnpat yang layak bagi pengembangan dakwah Islam adalah dunia secara

keseluruhan. Keberadaan negeH-negeri Arab yang menjadi bagian dari negeri-

negeri Islam percakapannya, menggunakan bahasa- Arab yang merupakan bahasa

Al-Qur’an dan as-sunnah dan menjadi bagian penting dalam Islam, serta termasuk

unsur pokok dalam tsaqafbh Islan, maka negeri-negeri Arab menjadi tempat yang

lebih utama untuk memulai mengemban dakwah Islam ini,

Hizb telah muncul dan berkembang serta mengemban dakwahnya di

sebagian negeri-negeri Arab, kemudian mulai menyebar secara alami sehingga

aktivitasnya terdapat di banyak negeri Arab dan di negeri-negeri Islam lainnya. 17

F. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Talulr telal1 nlelakukan kajian, penelitian dan studi terhadap

kondisi umat, sejaul1 mana kemerosotan yang dialaminya. Kemudian

membandingkannya dengan kondisi di nusa Rasulullah saw , masa Khulafa' ar-

Rasyidin dan generasi tabi'in. Di samping itu dengan merujuk kembali sirah

Rasulullah dan tata cara mengemban dakwah beliau sejak permulaan dakwahnya

hingga keberhasilannya mendjnkan Daulah Islamiyah di kota Madinah. Juga

17Ibid .. 26-27
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dengan melupelajai bagail11alla perjalanan hidup beliau di Madinah. Dan te•ru

saja setelah merujuk kepada Kitabullah, Sunah Rasul-Nya serta Uma' sahabat dan

Qiyas, selatl berpedoman pada ungkapan-ungkapan pendapat para sahatnt,

tabi'in, imam-imam dari kalangan lnujtahjdin.18

Sek'iah melakukan kajian aktivitas kajian tersebut secara menyeluruh,

Hizb nremilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum

yang berkaitan dengan .fikrah dan thar iclah. Semua ide, pendapat dan hukumnya

hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan berasal dari Islan.19

Adapun Thadqah Fikrlyah Hizbut Tatar adalah bersumber dari konse') Tauhid.

Yakni lnengEsakan Allah daII meyakini sebagai Dzat pencipta tertinggi terhadap

dunia dan seisinya dan Dzat yang berhak disembah. Setiap manusia dalan

hidupnya harus mempunyai keyakinan transendental baik dalam interaksi dengan

sesama makhluk maupun dengan sang Khaliq. Ia harus memiliki keyakinan

bahwa selurJr aktivitas kehidupannya adalah berdimensi ibadah dengan tujuan

untuk mendekatkan diri dan nlencaH ridha-Nya, sehingga seluruh apa yang

dilakukan merupakan manifestasi dari perintah dan larangan-laranganNya.

Oleh sebab itu seluruh aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan

untuk menjaga kemaslahatan masyarakat tidaklah ditentukan dan berasal dari diri

manusia, akar tetapi bersunlber dari aturan-aturan Allah baik berupa perintah

nraupul larangan-lwanganNya. Aturan Allah tersebut bersifat tetap, tidak pernA

18 Ibid. . 28

\9 Ibid. . 28-29
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berubah atau pun berkembang. Demikian juga dengan tujuan syara' yaitu menj8€a

akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama dan keamanan negara

merupakaa suatu tujuan yang tetap dan pasti. Untuk melaksanakan tujuan syara'

di atas, maka dibuat hltdt td (llukuln-hukuln yang batasan dan bentuk sanksinya

ditentukan olen Allah) dan uqubal (sanksi pidana). Melaksanakan tujuan syara' di

atas merupakan kewajiban bukan karena adanya kemaslahatan, tapi karena

merupakan perintah agama

Meskipun dalam sejarah pemerntahan Khilafah. Juga ada sebagian masa

yang sangat 3uruk dalam penerapan Islam, tidak berarti Islam tidak pernah

diterapkan. Hzbut Tahrir lnellolak pendapat sebagian kalangan yang menjadikan

sejarah sebagd rujukan dalam pengambilan keputusan terhadap penetapan hukum

Islam. Menurut Hizbut Tahrir, ada dua hal yang harus diperlihatkan ketika ki-4

memproyeksikan penerapan Islam dalam perspektif sejarah. Taqi}’uddin an-

Nabhani mengatakan :

Pertama, hendaknya kita tidak mengambil sejarah dari musuh-musa

Islam, terutama mereka yang sangat membenci Islam. Kita hanya mengafnbilnya

daN kalangan kaum lnuslinrin setelah diseleksi secara kritis dan teliti, sehingga

kita tidak sampai memperoleh gambaran yang buruk. Kedua, kita tidak boleh

menggeneralisir masyarakat dari sejarah perorangan, atau menitikberatkan sejarah

hanya p&b satu sisi dai sebud1 masyarakat. Adalah keliru apabila kita

mengganbark3n masa pelnellntahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan

sejarah Yazid, misalnya. Atau, menggunbarkan masa pemerintahan Bani Abbas
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dengan hanya mengambil sebagian peristiwa dan tingkah laku Khalifah-nya.

Demikian pula kita tidak boleh mencap masyarakat pada masa pemerintahan Bani

Abbas dengan hanya membaca kitab Al-Aghani yang cIkarang untuk

menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair dan sastrawan;

atau dengan membaca buku-buku tashawwuf dan buku-buku sejenisnya. Sehingga

kita menyimpulkan bahwa nmasa itu adalah masa kefasikan dan kenistaan, atau

masa zuhud dan uz lah.20

Ide-ich, pendapat-pendapat, dan hukum..hukum yang telah dipilih dan

ditetapkannya telah dihimpun dalam berbagai buku dan selebaran. Semua itu telah

diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Berikut nama-nama buku yang telah

diterbitkan oleh Hizb:

1. Nizhamut Islam (Peraturan Hidup Islam).

2. Nizha»rul Huknri fIl lslam (Sistem Pemerintahan Islam).

3 . NizhaInul lqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam).

4. Nizhamul Ijtima’i ./1/ Islam (Sistem pergaulan di dalam Islam).

5 . At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik).

6. Murattim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir).

7. Daulah al-IslamiYah (Negara Islam).

8. Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian Islam, tiga jilid)

20 Taqiyuddh &1-Nabhani, Pel'altll-an Hi'hIP Islam, Cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah,
2003), 75
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9. Mafahiim Siyasiyah Ii Hizbit Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut

Tahrir).

10. Nadlarat _Siyasiyah /1 Hizbit Tahrir (Pandangan Politik Hizbut Tahrir).

11 . Muqaddimah ad-l)ustur (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara lslal#).

12. Al-Khilafah (Sistem Khilafah).

13. Kaifa Hudimat al-Khilafah (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah).

14. Nizharn al-'Uqubat (Sistem Sanksi).

15. Ahkam al- Ba)'yinat (Hukum Pembuktian).

16. Naqdtu at-Isytirakiyah al-Marksiyah (KrItik terhadap Sosialis Markis).

17. At-Tafkir (Membangun Pemikiran).

18. Sur’atu al-Badihah (Kecepatan Berfikir).

19. Fikru al-Islamiy (Pemikiran Islam).

20. Naqdlu an-Nadtariyatu al-Iltizami $ al-(2awanini al-Gharbiyyah (kritik

Terhadap Teori Stipuiasi Undang-Unang Barat).

21. Nida Haar (Seruan Hizbut Tahrir unbk Umat Islam).

22. Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Politik Ekonomi yang Agung).

23. 41-alllwal 77 daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan di Negara Khilafah)

Di samping itu terdapat ribuan selebaran, boklet dan diktat yang

dikeluarkan E-zbut Tahllr. baik lneuyangkut ide maupun politik .21

21 Hizbut Tahrir, Mengenal ....... 29-3 1
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BAB III

KONSEP KHILAFAH ISI.AMIYAH DAN STRATEGI DAKWAH

ISLAM MENURUT HIZBUT TAHRIR

A. Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir

1. Urgensi Negara Khilafah

MenKmt Hizbut Tahrir, gagasan tentang Khilafah menemukan

momentuInnya dalam konteks global. Pertama. fenomena yang muncul dalan

globalisasi seiring dengan runtuhnya konsep negara bangsa (nation state)

sekarang ini. Kecenderungan yang :erjadj adalah adanya keinginan untuk

membentuk sistem global yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial.

Fenomena ini terlihat dari djtanda tanganinya perjanjian mastricht tahun 1992

yang memuat pokok-pokok penyatuan Eropa dalam empat hal, kesatuan moneter

dalam sebuah mata uang tunggal Euro, kesatuan kewarganegaraan, imigrasi dan

pemberian visa, politik luar neged dan keamanan bersama, pengadilan, keamanwr

bersama dan urusan-urusan dalam negeri.

Kedua. keIuntuhan sistem ideologi-ideologi besar dunia, sosialisme dal

komunisme sudah masuk ke hang kuburnya karena. ia dibangun atas dasar materi.

Komunisme dan sosialisme adalah buatan manusia yang kebenarannya bersifat

relatif dan realitas menunjukkan bahwa ia mampu bertahan selam kurang lebih 70

tAun. Keruntuhan komunisme dan sosialisme bukan karena glasnot dan

1 hal Kumid7 Menjadi Pembela Islam. Cet. IV (Bogor : al.Azhar Pras, 2003), 148

38
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perestroika Michael Gorbachev. akan tetapi karena memang ideologi itu sudah

bangkl IIt dur tidak sesuai dengan sifat fitrah manusia. Sedangkan kapitalisme

sedang memasuki masa kehancuran karena ideologi ini bertwnpu kepala

kebebasan individu dalam bidang berpendapat, berusaha, beragama dan

bertingkah laku. Dalam kebebasan agama, sistem ini menganut ideologi sekuler

yang nrenrisahkau kehidupan agama dan kehidupan bernegara. Sedang dalam

sistem per«onomiannya, ideologi kapitalis berpedoman kepada kebebasan

benIsaha dan asas kenranfaatan sehingga yang terjadi adalah eksploitasi kekayaan

tanpa batas dan untuk kepentingan individu sehingga terjadi akumulasi kekayaan

yang lnengafar kepada konglonrerasi. Akibatnya timbullah angka kekayaan yaag

mengarah bpada konglomerasi. Akibatnya timbullah angka penpngguran

karena modal hanya dikuasai oleh sedikit orang, munculnya kesenjangan dan

kecemburuan sosial, inilah yang sekarang terjadi di negara-negara penanut

ideologi kapitrjsme.

Kehidupan Islam secara nyata mulai ditegakkan Rasulullah di Madinah

semenjak Rasulullah dan para sahabtnya berhijrah dari MaFIa11 Al X4ukanamah

ke kota itu Setelah beliau ben)ulang ke haribaan Allah, kehidupan umat Islam pun

ditegakkan oleh para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar bin

Khathab, LJts-nan bin AKan, lalu Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di

sini. Puluhan khulafa dari kalangan Umawi})'in, Abbasiyah dan Utsmani})’rI

terus lnelanjutkan kehidupan Islam. Dan barulah berakhir sejak kenmtuhar

Daulah Khilafah Islamiyah yang buT)us& di Turki, pada tanggal 3 Maret 1924, 77
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tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan Islam. Yang ada hanyalah

kehidupan orang-orang lslan1 yang menerapkan aturan sebagiannya saja dan

meningggakan sebagian lainnya.2

Sementara itu kondisi internal umat Islam pasca runtuhnya keKhalifahan

Utsmaniyah (1924) terpecah belah menjadi banyak negara dan mengalami krisis

yang berkepanjangan. Pada masa tegaknya keKhalifahan, kekuasaan Islam

terbentang ehH jazirah Arab, Syam, kak Turki, semenanjung Balkan sebagian

Asia Tengah. Afrika Bagian Utara, baI-kan sebagian Eropa Barat, Asia Tenggara

dan Selatar, terbelah-belah menjadi kurang lebih lima puluh kepingan wilayah

yang dikuasai oleh penjajah. Jazirah Arab, wilayah Syam, . Irak Asia Selatan

dikuasai Inggds, Atika Bagian Utara dikuasai Perancis, demikian halnya dengan

wilayah lainnya. Kendati kemudian mulai tahun 40 hingga 60-an wilayah-wilayah

itu satI per satu "merdeka" terbebas dari penjajahan, tapi pengaruh penjajah tetap

saja bercokol di wilayah-wilayah itu dalam bentuk penjajahan gaya baru

(ekonomi, sosial, politik, budaya, dan biologis) melalui para penguasa yang

menjadi boneka. Kaum muslimin pun, akhirnya, terpecah-pecah dibelenggu oleh

batas teritorial nasionalisme masi-lg-masing. Sekalipun boleh jadi kaum muslimin

memiliki pe-asaan Ukhuwah Islamiyah, namun perasaan tersebut hanya berhenti

sebatas perasaan. Sikap persaudaraan yang diikat oleh iman tersebut tidak dapat

2 Ibid.. 1 54
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terealisasikaa untuk kaum muslimin keselun'han di dunia karena dihalangi oleh

sikap politik dan kepentingan negara masing-masing.3 Firman Allah :

3/1 DJujI t Lit

Artinya: "Sesungguhnya kaum mikminin itu bersaudara". (QS. 8l-
Hujurat: 10)4

Di dalam negeri, kaum Muslimin yang sejak itu tinggal di berbag,Ii negara

mengalami berbagai problema. Secara internasional, di berbagai wilayah tak

henti-hentinya menjadi obyek jwdran, eksploitasi dan penindasan negara-neg©a

besar. Emas di Indonesia diangkut ke amerika dan Kanada m,elalui Freeport,

minyak di negara-negara tduk disedot melalui politik perdagangan yang cubs

dan curang. Ternyata, semua ini bukanlah akhir peristiwa. Di bidaag

keman8siaan, terjadi pembantaian kaum Muslimin di Palestina, Bosnia, Kosovo,

Maluku dar wilayah lainnya. Di bidang ekonomi, kaum Muslimin didikte tanpa

dapat memberikan perlawanan dalam penentuan kebijakan-kebijakannya. Utang

luar negeri, persoalan perbankan, pergantian pejabat BUMN, subsidi listrik dan

BBM, bahkar penentuan bea cukai inpor beras tidak lepas dari tekanan Barat

melalui IMF.F

Menegakkan Khilafah juga merupakan cermin dari rasa keimanan dan

ketundukan seorang hamba kepada semua perintah Allah dan segala larangan-

Nya seperti 6mlan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

3 Ibid. . 155

4 Al-Qur'an, 49:10.

5 Kurnia, Menjad ....., 1 56
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Ob fl , '1\ Jj\j JJJJ+ \#lj /Dt ly+\ \jbl, 3l151 k\ b
\

JyJ ti A\ 3\ 'i'> ,,;” 0 F;'Ju
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati lah

Rasul-Nya serta Ulil Amri (Khalifah dan aparatnya) di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat (berselisih) tentang sesuatu (yang menyangkut
pemerintahat}), maka kenlbalikanlah ia kepada (hukum) Allah dan Rasul".
(QS.an-Nisa' : 59)6

Men&rut Ibnu Katsir dalam tafsimya bahwa yang dimaksud dengan rIil

amri pada ayat di atas adalah ulama' dan umara’ dan ketaatan wajib diberikan oleh

umat Islam kepada umara’ selama tidak diperintah kepada maksiat kepada AIIA.

Menurnt Ibm Katsir berdasarkan hadis dari riwayat Muslim bahwa ketaatan hl

harus diberikan -kepada umara’ meskipun itu kepada pemimpin yang berasal dari

budak Habsy berkulit hitam.7

2. Hukum Menegakkan Khilafah

HizbLt Tahrir berpandangan Wajib hukumnya menegakkan Daulah

Khilafah Islamiyah. Beberapa dalil baik yang berupa ayat Al-Qur'an maupun

hadis Nabi serta beberapa pendapat ulama' yang menegaskan bahwa wajib

hukumnya menegakkan daulah Khilafah Islamiyah seperti fIrman Allah dalan.

surat al-Maidah ayat 48

81\ 34 J,b k' fA, Spt 63 Yj jDi J); t U. f+ rGb

6 Al-Qur’an, 4:59
7 Ibn Katsir, Tafsir Qur'an al-Adziinl. (Beirut : M&tab Dar al-Ilmiyah, t.9. 490
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Artinyr : %Icha huiLumtu}1 mere111 dengan UIn ywlg AIWI &rrul aWI, dm
janganlah endau mengikutI hawa nafsu mereka, meninggalkan kebenaran yatg
telah chIang kepadamu". (QS. al-Maidah: 48)8

bQ 39 =4 0\ rAyI>\J f+ v\ CP NJ 331 JJ\ Lee+ {A\ O\J
\

JJ\ A\ JJ\ u A
Aninya : -Dan hendaklah engkau hukwnkan di wuara mereka dengan

apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka.
Dan berhati-hatilah bahwa mereka memalingun end<au dIri apa yang Allah
turtmkon kepadamu". (QS. al-Maidah: 48)9

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-

hukum Allah dalam segala bidang. Aqidah dan syari’ah, pusoalan pra>adi,

keluarga dan masyarakat; baik sistem sosial, politik, Gkunc)ad dan budaya

bcluuduyd LiijBrintahkau Allah untuk diatur den@n aturan Islan Dan ini tidak

mungkin reriaksana tanpa adanya kekuasaan. Padahal, kekuasaan terhadap

anggota maswrakat akan ada dengan adanya newra (daukrh).

Berkaitan dengan kekuasaan tersebut, Allah mewajibkan kaum muslimin

uduk rnentaati orang-orang yang memegang wewenang, yaitu penguasa.

fG /11 33\i JyJJt typti Jul 54’s IP\' JJ\t# tb
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman. taatilah Allah dIn taatitah

Rasul setIa para penguasa di antara katia I" . (QS. an-Nisa':59)18

Perintah mentaati penguasa sebenarnya juga menunjukkan pedtah

memiliki pemerintahan. Sebab, Allah tidak memerintahkan taat kepada sesuAI

' Al.Quran, 5:48.
’ Ibid
11) Ibid
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1 yang ndak ada. J-adl, adanya pcllguasa dJan suatu dauiai\ HICFupakan iHitduo«I.

Dan penntal Aiiah untuk mclltaati mereka adaiah juga perintah Allah untuk

mengangkat mereka. Jelas lah, sekaliptxl tidak terdapat kata daulah di dalam al-

Quran, nanlu1 al-Quran nrenterttttal-d\all kaum muslimin memiliki ulil amri yang

tercermin dengan adanya penguasa dalam suatu daulah. 11

Ayat ini sangat berkaitan dengan dua ayat pertama yaitu perintah untuk

memutuskan segala persoalan yang ada dengan hukum Allah dan hukum Allah

tidak bisa cblaksanakan kecuali ada institusi yang melaksanakan dan institusi

yang nemilikj kewenangan tersebut adalah negara karena kalau sebuah puatwan

atau hukuln yang nlenyallgkut iItljat hidup uraIB balyak LUlakui,dll uit:il irrdividu-

individu bukan negara, maka yang te jadi adalah anarkhisme sosIal (premanIsme) .

Maka syarat sebuah negara adalah wajib sebagaimar,a wajibnya

melaksanakan nukum Allah secara total karena negara merupakan sarana untuk

nrelaksanakan hukum Allah. Bahkdl tiiidrai tlari usirui aqUI, mengangkai

Khalifah juga wajib. Dalam ushul fiqih dikenal kaidah yang disepakati para

ulama:

+ IJH3 + N\ v»\}it (4Vb
Artinya : "Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali actmya

sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya". 12

Sedarigkan hadis Nabi sebagaimana diwalryukan dari Muslirrl:

11 Kun1-IL Menjadi ...... 162-1M
12 Ibid., 168
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LeO\ ( 3 33\ Ji lbt &Lb /\ \Xl eJ+ )' : JU pJ\ JP ;3/ y 1 J'

@ ,\'u) abt+ b ob aH &9 uNJ CIL' JJ cd an>N
• Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa

saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatan kepada Allah, maka ia akan
bertemu Allah nanti pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah, siapa saja yang
mati. sedangkan tIdak ada dlplmdaknya bai'at, maka matinya adalah matI
jahiliyah". (HR. Muslim)/J

(+. JJ,) 4: AJ 41JJ :.o J;Lb t+ (bY\U\ : JB cj'1\ )r 8373 at or
Artinya : "DarI Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "

Sesungguhnya Imam (Khali lah) itu ibarat perisai, tempat orang-orang berpegang
dan berlindung dibelakaugn\,a" . (HR. Muslim)/4

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa kita harus mengadakan bai’at

kepada Khalfah dan tidak boleh berlepas tangan dari bai'at tersebut. Bahkan

urgensitas pengangkatan Kllalifah merupakan perkara paling penting

sebagaimana yang terjadi pada awal pasca wafatnya Nabi. Para sahabat sibuk
1

mencari dan memilih siapa Khalifah 3engganti Nabi sehingga mengakibatkan

tertundanya penakaman jenazah Nabi.

Tepat sekali pernyataan Abu Abdul Fattah Ali Belhaj, tokoh FIS di

A]ja7nf r, bahva menegakkan Khilafah adalah sebagai al-fardhu at akbar

(kewajiban terbesar) dan mengabaikannya disebut sebagai salah satu kaba'ir al-

itsnr (kemaksiatan terbesar).15 Para ulana' Islam salaf juga memandang bahwa

urusul penegakan Daulah lslanljyah melalui pengangkatan Khalifah merupakan

13 Imam Nluslirh, Shahih Mllslinl. juz 11, Kitab Imarah, hadis No.3441, (Libanon: Dar al-Fikr al-
l]miyah, 199), .35

14 Ibid. . hadis no.3428. 132

15 Mdwnnul l5mad Yusurto (Jubir HTI), ’'Me«xie Menegakkan Khilafah" 1l91 dalam al-Wale
No.43(edisi kh&sus)/th.IV/1-3 1 Maret/2004
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perkara yang wajib ada dI dalam urusan kaum muslimin dan itu sudah terjadi

sejak zaman Rasulullah dan para sahabat karena memang sudah menjadi sEat

dasar marius a untuk perlu adanya sebuah Khalifah sebagai pemegang kekuasaan

yang akan memberi keputusan terhadap segala persoalan di masyarakat dan

menjadi penengah darI terjadinya konflik sosial sebagaimana dimaksudkan Ibnu

Khaldun :

Selanjutnya jabatan '’ilnan" adalah suatu 'kewajiban (keharusan). Para

sahabat dan tabi'in telah sependapat melalui ijma' bahwa lembaga imamah wajib
menurut hukum syari'at agama. Sewaktu Rasulullah wafat, para sahabat
mengambil tindakan membai’at Abu Bakar ra. dan mereka mempercayakan
pengawasan persoalan dan urusan meFeka kepadanya. Demikian pula di masa-
masa berikutlya. Dalan zanran manapun rakyat tidak pernah diserahkan kepada
anarklri. Kesemuanya itu ka!'ella adanya ijma' para sahabat dan tabi’in yang
menunjukkan wajibnya jabatan inram itu.

Adapula sebagian orang yang berpendapat bahwa kewajiban Gabatan
imamah) ditentukan oleh akal dan bahwa ijma' yang kebetulan ada ItU hanya
menguatkan ketetapan akal saja dalam persoalan ini. Mereka mengatakan bahwa
yang membu& jabatan imam wajib menurut akal ialah perlunya manusia pada
suatu orgarLasi kemasyarakatan dar ketidakInungkinannya mereka hidup
sendiri-sendir. Salah satu akibat logis daN organisasi-organisasi tersebut adalah
timbulnya pertikaian (at-'l'ana zu’) yang disebabkan oleh silang arah tujuan
pendapat. Selama tidak ada penguasa y4ng dapat mengendalikan perbedaan
pendapat, selama itu pula akan timbul keributan dan kekacauan, yang selanjutnya
akan mengakibatkan hancur dan musnahnya umat manusia. Padahal
terpeliharanya jenis manusia merupakan tujrlan pokok syari'at agama. 16

Ibn Taimiyah menyatakan tujuan negara adalah untlrk mengatur segala

urusan manuga dan mewujudkan tujuan agama dan dunia secara lebih sempurra

yaitu menciptakan kemaslahatan bersama seperti ditulis dalam kitab b4ajmu' al-

Fatwa.

16 Ibn Khaldun, Muqaddimah. penerjemah: Ahmadie Tbaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), 98.
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Wajib diketahui bahwa kekLasaan untuk mengatur urusan manusia
(\\'ilavah amr an-naas) tennasuk salah satu kewajiban agama terbesar. Bahkan
tanpa negara, urusan agama dan dunia tidak bisa ditegakkan. KemaslahaUn
manusia tidak akan sempurna kecuali dengan adanya interaksi di antara merexa
karena adanya kebutuhan sau sama lainnya. Sementara itu interaksi di antara
mereka tentu mengharuskan adanya pemimpin.17

Al-Mawardi dalam CIt-Ahkam as-Sulthaniyah menyatakan bahwa

mengangkat seorang Khalifah adalah wajib menurut syara' berdasarkan ijn-a'

sahabat. Adapun tujuan dan pengangkatan Khalifd1 adalah untuk mengambil ahh

peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Meskipun

menurut sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwa urusan pengangkatan

Khaliflih tidak ada hubungan dengan syara’ dan juga akal, karena Khalifllh hanya

bertugas mengurusi urusan-urusan agama. Dan akal juga tidak menganggap

Khalifah sebagai perkara ibadah, karena akal hanya memerintahkan manusia

untuk menjaga dirinya dari segala bentuk ketidakadilan. Akan tetapi agama

(syara') menegaskan bahwa urusan in harus diserahkan kepada institusi yarg

berwenang dalam sebuah sistem aturan sosial yang ada.1* Bahkan al-Mawardi

mengar,ggap wajibnya mengangkat Khalifah sebagai kewajiban yang bersifat

fardhu Kifa}rah seperti halnya jilrad dan mencari ilmu.

3. TuJuan Khilafah

Mernlrut Hizbut Tahrir tujuan dan Khilafah Islamiyah adalah:

17 Ibn TamiyA> H{ajmu' al-Fanta. Juz. 28 (Libanar: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1998), 390
18 Imun d-Mawardi7 al-,4hknnl as-Sullhoniyah, Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta : Darul Falah,

200 1 ) 1
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1. Melanjutkan kehidupan Islam (isti'nay- hayat al-Islam) dengan menerapkan

dan memberlakukan hukum-hukum Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah

risalah dacwah dan jihad. 19 Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai

sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada

han)'ahh Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena

itu daulal- :slam harus tetap ada.

2. Melaksanakan syari'at IsIan secara keseluruhan dan mendakwahkannya

keseluruh dunia dalam rangka mencapai tujuan dari segala tujuan yaitu

maYdhutVlrh.2c1

4. Bentuk Negara Khilafah

Bentuk negara dalam pemerinUhan Khilafah adalah kesatuan, bukan

federasi, sistem pemerintahannya bersifat sentralistis dalam kebijakan dan

desentralisasi dalam ulusan adlninistrasi. Menunit Abdui Qaciirrl Zaiiturr Nabi

memedntahka untuk membentuk negara kesatuan den@n menolak adanya

sistem persericatan atau fbderasi sebagaimana dalam sabdanya :

qb ; Jj ' 4 Uv 'IbU bUt eb Jj JB pt JP,'r &? JD!+ &p

(Ju,) v\'1 JP 13pB 4PJQa> t pLntSb chI d\ oh,Li
Artinya : "Dari Abdullah bin tJmar dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"siapa saja ingin memberikan barat kepada imam, hendaklah ia memberikan
uiuran tangan (bai’atu)'a) dan buah hatinya, hendaklah ia taat sejauh

19 Taqiyuddin mr-Nabhani, Sisr€nl l>enlellntahan Islam. Penerjemah: M. Maghfur Wae:hid,

(Bangil: al-Izzah, 1996) , 17
x) Kurnia, Menjadi ...... 138
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kemamwalnya. Apabila datang seseora.1\1 untuk mengambil kekuasaannya,
hendaklah ia penggal lehernya" . (HR.Nasa'i)''

Dalam kesempatan lain Nabi bersabda :
\

J; i'LL p# tbt fAL# iJ tj__”J JLj: JU 611 +" at &p

L,{) /11\ Jm
Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudry ia berkata, Rasulullah SAW

bersabda: "apabila dibai'at dua Khalifah, maka btmuhlalr yang terakhir".
(HR.Muslim )22

Maka hadis pertama di atas adalah larangan memecah belah keutuhan

negar% sebaliknya kita diperintahkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta

mencegah terjadinya perpecahan meskipun harus menggunakan kekerasan

(nrenrenggal leher). Sedangkall Iradis kedua larangan manbagi negara menjuh

negara kecil<ecil sehingga munclll lebih dari satu pemimpin (Khilafah). Dengan

demikian bentuk pemerintahan dalam Islam adalah kesatuan, bukan federasi atau

perserikatan. Hadis kedua di atas juga menjelaskan bahwa pola kepemimpinan di

atas rnenganut pola keperlimpirlar tung M, bukan kolektif.

5. Mekanisme Pemilihan Khilafah

Allah SWT. telah menjadikan kekuasaan (subhan) menjadi milik umat

daII lllelljadkan pellgzulgkatrul Khilafah nwnjadi Irak 1}agi seluruh katun

Muslimin, bulan hanya segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi

21 Imam Nasa’i, Sunan Nasa'i, (Beirut: Dar al-Fikr al-nmiyah, t.t), 136.

22 Imam Muslim. Shahih ....., 168
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bai'at hukumnya fardlu bagi seluruh kaum Muslimin.23 Konsep bai'al pernah

dilakukrn pada masa Khulafa' ar-Rasyidin meski dengan situasi dan jumlah yang

berbeda24 yarg berbeda akan tetapi lnerniliki kesamaan yaitu pemilihan Khalifah

dianggq) sah jika representasi SIlat-a lllayolltas katun nluslilnin yang tercermin

1 dalam ahlul /7a/// wal audI bisa terwak'li. Beberapa dalil tentang bai'at dari Al-

Qur'an antara IAn

J)LJ rJ JB jb r_14 3.2bJJ\ .3 Cbr2kb\ #}1\ JP 'bt gb) AL

b/3 t,3 rj c 1j ++ a'J
Artinya : "Sesung,g.uhnva Allah ridha terhadap orang-orang mukmin

ketika mereka berjanji setia kepadamu dI bawah pohon itu. maka Allah
mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. lalu Allah menurunkan
ketenangan atas mereka dan nremberi hrlasan mereka dengan kemenangan yang
dekat" . (QS.al-Fath:18)

Dalam satu riwayat Nabi bersabda
\

Log\ ( 3 Jul 35 Iu\ &tb / 1 \X1 C.> =,4 : JB +J\ 1+ 33/ Q 1 OF

(.J._„ ,, j,) aJAb@ oLA ky dh JH 3 c'L' JJ c4J &»c»>9

Arttnv 1 : " 1)arI Ahli Htlrcllrah durI NahI ,S/{ U;. hettau bersabda: "si.apa

saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatcnl kepada Allah. maka ia akan
bertemu Allah nanti pada hari kielnIat 'anpu memilikI huj.jah, siapa saja yang
mah. sedangran tidak ada dtpundakn.:CI hai’crt, maka matinya adalah mati
jahiliyah" . (HR. Muslim)2'

I' An-NabIlani. Sistem PenIerirltaharl. . . .. . 79
34 Abdul Qadim Zallurn, Sistem Pcrnerintahan Islam. (BangII: aJ-lzzah, 2002), 64
25 Imam Muslim, Shahih Muslinl . juz A...., 1 79

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



51

U_b rI__.fJ 4qL; 3\ =\,p 3\ ip ) &b:JL3 O U\ Jl ;jlP );

JJ :, J\ fA J\ J bv\;\ : JL\' JIJ ,, 4\ J “ 31\ 1 apU\ J C,,., Jt
\

ri y bjj 33\ Je\' Lf L, 1,> &\
Artinya : "1)ari Abdullah bin Shanlit ia berkata: "Kita telah membai'at

Rasulullah untuk ditaatI dan dIdengar setiap perintahnya baik senang maupun
susah. Dan kami tidak akan menganti)Il kektrasaaann\;a dan akan mengatakan
yang hak dmanapun kamI berada. llclak takut dengan orang yang mencela".
(HR.Bukhari)-’6

Pada ayat pertama diatas memerintahkan tentang bai'atul aqabah yaitu

ikrar stmpah setia para sahabat untuk berjuang dan mendakwahkan ajaran-ajaran

Islam bersama Rasulullah. Sedangkan kedua hadis Nabi menegaskan tentang

wajibnya Ine-nbai'at seorang kIlat ifall untuk didengar dan ditaati perintahnya

bahkan Nabi menyebut orang yang tidak memiliki hcll'cII sebagai orang yang mati

dalam keada rn jahilivah, Ada bebel'apb nretode tentang pengangkatan Khalifah

yang cukup praktis dalam pelnbai’&tan Khalifah. tergantung situasi dar

kondisinya daa ini pernah dilakukan oleh empat Khulafa'ur Rasyidin antara lain :

Pertama 1 adanya sekelompok orang dari kalangan ahlul halli wa/ aqdr

atau mereka yang mencerm kIkan aspiTasi suara mayoritas kaum muslimin –

setelah meninggalnya Khalifah – melakukan pencalonan terhadap seorang atau

beberapa yang dianggap memiliki kompetensi terhadap jabatan Khalifah. Setelah

itu menka pam a/7/1// hall / \val audi dengal cara apapun baik melalui voting

maupun musyavarah untuk mrlfakat nlemiliki satu orang untuk diangkat sebag&

36 Imun BukharI, ShahIh BukharI . juz 4. (BeIrut: [bri al-Fikri. 1 995). hadis no.7199, 285
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Khalifah.27 Setelah mereka memiliki Khalifah, lalu diadakan bai’at in’iqad yaitu

bai'at penyerahan kekuasaan kepada Khalifah dan Khalifah harus ditaati dan

didengar segala perintah-pedntahnya. Setelah terjadi bai'at in'iqad, maka seluruh

kaum muslimin melakukan bai'at tha'at yaitu sumpah setia seluruh kaum

muslimin uduk loyal kepada Khalifah terpilih, mendengar dan taat terhadap

segala perintah dan kebijakan yang diputuskan.

Kedua apabila seorang Khalifah sudah dekat masa ajalnya. Maka ia

melakukan mLsyawarah dengan kalangan ahlul halli wa/ aqdi, atau para tokoh

kaum muslimin untuk melnilih siapa yang layak menjadi Khalifah

sepen&rggalnya. Lalu kaum muslimin menyerahkan kewenangan kepada Khabfdr

untuk memilih seseorang terbaik guna dipilih sebagai Khalifah. Metode ini

pernah dipakai oleh Abu Bakar ketika dia diberi otoritas oleh umat unta

menentukan penggantinya dan akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab

dan umat rnembai’atnya. Meski Abu Bakar diberi kewenangan untuk memOir

penggaati, akan tetapi Abu bakar tidak melakukan kesewenag-wenmgar

nelainkan meakukan musyawarah dar meminta masukan dengan para sahaba--

sahabat senim seperti Abdunalunan bin Auf, Utsman bin Affan dan laimya

tentang siapa yang lebih tepat untllk dipilih sebagai Khalifah.28

Ketiga. pengangkatan khalifah dengan memilih beberapa orang dari

kalanga1 ahlul haIti tua/ HadI dalam sebuah dewan formatur untuk dipilih satu

37 an-Nabnani. Sistem Pemerjnlnhan ..... 83

28Zallum_ Sistem ...... 89
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orang yang .wak sebagai Khallfalr. Metode ini diterapkan oleh Umar bin Khathzb

ketika menjelang wafatnya di mana beliau memilih enam orang yaitu Ali bin Abi

Thalib, Utsm© bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubeir

bin Av%'am, Thalhah bin Ubaidillah ditambah dengan Abdullah bin Umar yang

hanya melnihh, tapi tidak ada hak untuk d-pilih.29

A’L’e/n/11/, kalangan katun muslimin dan Ahlul hal 11 wat uqdi meminta

seseorang yang layak diangkat_ sebagai Khalifah dan memintanya untuk bersedIa

menjadi pelni-npin kaum nruslin1 jn. Metode ini pernah djlaksard<an pasca

meninggalnya lalalatdl Utsman bin AfFan dan terpilihnya Khalifah Ali bin Abi

;( 1Thalib

6. Unstr dan Struktur Kekuasaan

Bahwasanya negara Islam yang pertama berdiri adaldr di Madinah

dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, telah kita mdkJturd bersama. Di

dalam praklek amaliahnya, Rasulullah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedorna1

hidupnya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun pemerintdrar. Beliau teldr

memilih masyardcat Islam-yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya IsIan,

kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrzal ke Madina-sebagai

bentuk negaranya yang bettumpu atas dasar 4aran-4aran politis ini.: 1

39 Ihld.. q\ A/
30 IbId 97

31 Abul A'la al-Maududi, Ktlilqhh chIt Kerujaan: Evaluasi Kritis atas Sejuruh Penlerintu}kr1
Islam. (Bandung : Mizan, 1984), 93
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Sistem pemerintahan yallg dianut oleh Nabi tidaklah mengikat sistem

pe:uerillahan yarg lain yallg dia11ut oleh para negarawan yang pernah terjadi

dalam sejarah. Namun sebuah sistem yang utuh dan baru yang langsung diajarkan

oleh Ala11 sebagai Khaliq melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, baik

yarg nelaluj rerantara malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi dan yang telah

terkandung dalan kitab suci Al-Qur'’an. Jadi dalan mengatur sebuah

pemerintahan Nabi selalu berpijak kepada ajaran kitab suci Al-Qur'an.

Eksistarsj Khilafah Islamiyah akan nampak apabila ditopang oleh

beberapa prjnsip-prinsip Khilalllh dalam hal ini adalah pilar-pilar yang

menjadkan sistem pcmcllntaImn Islam eksistensinya tegak sistem Khilafah

Islamiyah dapat tegak di atas empat antara lain : 32

1. Kedaulatan ditangan svat'a’

Dalam hal ini, Abul A'la al-Maududi menjelaskan, bahwa pemerintahan

yang benar aciahh kedauiatan hukum tertinggi kepada Allah dan Rasul-Nya.33

Eksistensi negara adalall suaatu kebutuhan agama (a religius necessity)

artinya, negara Islam dianggap nremenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang

mendasarkan pada syari'at sebagai hukum tertinggi.m

Prinsip ini berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang

luenyata,<an bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem demokrasi dengan

32 an-Nabrlani, Sistem Pemerilllallan ....., 49

=3 Maududl, Khilafah cia-1 .... ... 63
:4 Khdid R>rdrim Jindur7 Tena l’olilik Islam ITelaah Kriris Ibn I'ainIiyah I'enlang Pemerintahan

Islam. (Surabaya : Rjsahh Gusti, 1994), 69.
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kedaulatan berada ditallgail rakyat yang berarti rakYat yang menangani dan

nrengendalikan aspirasinya

Rab'at akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akar

membeHkan lak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja

yang lnereka kehendaki

Dalam kenyataalllya, kata-kata "kedaulatan rakyat'’ seringkali menjadi

kata-kata kosong karena parlisjpasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi

hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan

kendali pemerintahan sestlnggullnya berada ditangan sekelompok kecil penguasa

yang lnenentukan selUIUll kebijaksanaan dasar negara. Sekelompok penguasa itu

beHind tIk atas nama rakyat, sekalipun sebagian pikiran dan tenaga yang mereka

kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang

mereka pegang dan untuk mengamankan \?aged interests mereka sendiri.35

Apa yang diajarkan oleh Abul Ala sebenarnya merupakan antitesa

terhadap demokrasi Barat sekular. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa

kekuasaan mat ak untuk nrelnbllat legislasi dan penentuan nilai-nilai dan norma-

norma tingkah laku berada ditalgan rakyat. Pembuatan hukum daw making)

harus sesuai dengan selera diul opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika

tindakan-tindakan noll nlanusiawi lnenja,11 legal sepenuhnya bila opini publik

menuntutnya. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapapun

35 Maududi, Khilafah dan ...... 19-20
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legislasi itu beqentangan dclrgall ajaran moral dan agama. maka legislasi itu harus

_ beljjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, betapapun benar dan adil, dapat

dibatalkan jika rakYat menghendakjnya.36

Pandangan Islan nlenyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan s\:ara'.

bukan ditang tn umlnat, sehillgga yang menangani dan yang mengendalikan

aspirasi judi\dlu adalall sydI',1'. Aspirasi individu ditangani dan dikendalikan

berdasakan perintah-perintah dan laralgan-larangan Allah sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur'an :

(-.' : 'u:, rn N LO byk 8> jPP; aJi-51
Artinya: "Maka demi 'l’uhLutmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman

hingga mereka nlenjadik,in kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselighkun ...... . ". (QS. ArI-.Nisa' :65)37

Al-Qur’an tidak lllenetapkan cara hidup tertentu untuk masyarakat

Muslinl akan tetapi kaum ntuslimun diperintahkan untuk taat kepada Allah?

Rasulul ah dan orang-orang yalg berkuasa di antara mereka asalkan mengikuti

perintah-peril[dl Allah dan Rasulullah SAW. Turn menggunakan ayat tersebut

karena Turki j4a menggullakall syari'at lslalll dalan bernega'a

2. Kelarasaan Ditangan Umat

Hal iIi menyatakan bahwa umat telah menanamkan sistem Khilafah ini

sebagai ''Khilai-ah yang adil benar-benar" atau "al-Khilafah ar-Rasyidah",38 Fakta

ini menjelaskan bahwa s\ul'a' telah menjadikan pengangkatan Khalifah dilakukzl

36 Ibid.. 23

37 Al-Qur'an. 4:65
=8 Maudurii, }3rijqjah dan . ... 1 1
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oleh umat daa seorang bJralifall memiliki kekuasaan hanya melalui bai'at Ganji

taat setia).39

Bai' i,1 tersebut dibeIIkan oleh <aum nruslimin kepada Khalifah dan ini

berarti kaum muslimin yang sebenarnya mengangkat Khalifah sebagai penguasa

atas diri mereka. Ini teljadi pada masa Khulafaur Rasyidin, bahwa mereka telah

rnenjadi Khalifah dulgal cara lllcllganrbil bai’at dari tangan unnI dan bdi'ut itu

dilakukan di kota Madinah. Mereka tidak ada yang menjadi Khalifah kalau bukan

dengan bai'at nIat yang diberikan kepada mereka.

3 . Mengangkat satu Khilafah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin.

MengkBat bahwa Khilafah adalah jabatan pengganti kenabian yng

bertugas melar1 utkan pilnpinan kerohanian dan kenegaraan, maka adanya jabataa

Khilafah itu mutlak bagi kaum musliluin.

1 lamb)ir semua mazhab dalam Islam sependapat bahwa Kepemimpinan

bagi umat Islam yarig bernama Khalifah adalah wajib hukumnya, karena adanya

Imam adil yang bertugas lnen.jalankan perintah Allah dan syari'at Islam di tengah-

tengah umat merupakan kewajiban utama kaum rnusbmin. Demikianlah pendapat

Ahlus Sunnah, Murji’ah, Syi’ah, Hrawarij, dan Mu'tadlah; dan segolongan kecil

Khawarij . Mereka itu berkata, bahwa adanya jabatan Khilafah tidaklah wajib

Irukunurya; tidak nnnurul akal dan tidak pula urentubt syari’at. Yang wajib

menurut mereka, yaitu melaksanakan I'ukum syari’at. Apabila umat semuanya

39 A Hasjmy, Dimata Letak Negara IslamI . (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), 176
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telah sepakat untuk menjalankan keadilan dan melaksanakan hukum Allah, maka

tidak perlu lagi kepada Imam dan tidak wajib pengangkatalmya, hanya harus.40

Sebagdlnana frman Allah SW’I

(', : ='–") fG/'YIJi\i Jy,J\ \x;bIi At \#;b 1 IPt 3.J\k1 b

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati lah
• Rasul-Nya serUI LJlil AnI rl di alllclra kamu. " (QS. An-Nisa':59)4/

Ayat ini memerintahkall kaum muslimin untuk mentaati uni Amd dan

sekalian mewujudkannya. Dijelaskan pula dalil as-Sunnah yaitu dari sabca

Rasululah SAW yang artinya : "Barang siapa yang meninggalkan dunia (mati)

sedangkan dipLndaknya tidak ada bai'at maka matinya seperti jahilivah'’.

Kamal bin Abu Sharif lnenegaskan bahwa tidak boleh diangkat imam

lebih dari satu orang, karena sabda RasLlullah, "Apabila telah diangkat dua orang

Khalifah, ma-kc bunuhlah orang yallg terakhir". (HR. Muslim)42

BenaR makna yang dapat diambil sebagai dalil melalui hadis ini bahwa

Rasulul ah kUr me-wajibkan kepada kaun muslimin agar di atas pundaknya ada

bai'at kepada seseorang Khalifah. IsIan telah menetapkan tentang wajibnya

adanya satu orang Khalifah. Dan itu cLlegaskan oleh al-Mawardi bahwa "Tidak

boleh ada dua imam dalam luasa satu waktu".43

40 Hasjmy, DinlaIa ...... 1 56- 1 57

41 Al-Qur'an 4:59
+2 Abbas. Pilihan hadis ,..... 226
43 Al-Mawardi, ' al-Ahknnl as-SlIIthoni \uh. Peneriemah: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000),

30
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Dari Deberapa hadis ini menjelaskan bahwa dengan tegas kaum muslimin

tidak diperbolehkan memiliki Khalifah lebih dari satu orang.

4. Khilafah berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum syara’.

Adapu1 pelaksanaan kebanyakan hukum syara' (syari’at) sangat

tergantung pada Khalifah. Karena itu, adanya jabatan Khalifah menjadi syarat

mutlak bagi pelaksanaan syari'at Islam

Menjalankan huktuu s\'dra’ ini, berarti memenuhi kebutuhan umat baik

pengaturan_ kepentingan sebagai hamba Allah maupun kepentingan pribadi,

kepentingan tata susila, pengaturan kemasyarakatan, kepentingan ekonomi,

kepentingan perjuangan atau kepentingan perang dan politik semua itu dalam

rangka mene#Mkan pengaturan umat, baik ke dalam maup Itn ke luar. Dengan

diatumya cam menjalankan syari’at dalam berbagai segi itu berarti hukum syari’at

akan menjadi tegak, tak terkalahkan oleh yang lain.41

Seperti halnya bahwa pengangkatan imam/Khalifah mencegah bencana,

sedangkan mencegah benoatla wajib hukumnya menurut syara', apalagi

pengangkatan knam/Khalifah itu juga mendatangkan manElat bagi umat. Hal itu

jelas, bahwa tujuan pencipta syxfat (Allah) dengan mengadakan hukum

nruanr alat . nrunakahat , jihad. hudud dar sebagainya adalah untuk kemaslahatar

makllluk (umat).45

# Sayi:1 Sabiq, Unsur-Unsur Dinanlika 1)alan IsIan, (Jakarta : PT. Internus& 1981 ), 169
45 John J. Dornhue dan John L. Esposito, Islam dan Pemba}uruan: Ensiklopedi Masalah-

Masalah. ( Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 52
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l-aqiyr,ddin an-Nabhani menyebutkan bahwa Daulah Islam berdiri di atas

delap hr shuktu (perangkat ), yaitu

1. Kh3li.lbh (Kepala Negara)

2. Mu'aw in Tafwidh (Pembantu Khalifah dalam bidang Pemerintahan).

3 . Mu'awin TujUh (Pembantu Khalifah dalam bidang Administrasi).

4. H/n//11/.///ak/(Panglilna Pertulg)

5. tV,di (Pimpinan Daerah).

6. Qntli (Hakim).

7. A/111/Id///1 Daulah (Depaaenlen Negara).

8. Aa 1/r//s t FInal (Lembaga Wakil Rakyat).'lf’

Dari pernyataall Taqiyuddin an-Nabharri bahwa struktur dalam Khilafah

Islamiyah itu menggunakan trias potitika yang dalam struktur tersebut ada

lembap legislatif, eksekutif, yudikatif. Trias Politika merupakan anggapan

bahwa kekuasaan llegara terdiri dari tiga macam sebagaimana pertama,

kekuasaan legislatif atau kekuasaan lnenrbuat Undang-Undang, Kedua, kekuasaan

eksekutif atau kekuasaal lllelaksanakan Undang-Undang. Ketiga, kekuasaan

yudikatif atau kekuasaan mengadIli atau pelanggaran Undang-Undang.47

Khalifah sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi.

Khalifzl dipilih olell rlmjelis Ulllat melalui barat, Adapurl tugas dan kewenangal

(hak pruogatif\ khalifah adalah

46 an-Nabhani. Sistem Pemellnlaharl ..,... 57

47 Miriam Budixjo, Dasar<iasar 1111111 Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 173-
23 1
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1.

2

Khalifah berhak Mengadopsi hukum-hukum syara' untuk menjadi Undang-

UlILJang resmi negara

Khalifah bertanggung jawab terhadap segala urusan politik umat Islam bak

dalam negara maupun luar negeri. Tennasuk juga tanggung jawab Khalifah

untuk mengumumkan keadaan pening, gencatan senjata dan mengadakan

perjarjial-uerjarjitul tlellgal llcgara lain.

Khalifah berhak mengangkat, memberhentikan, menerinra dan menolak duta-

duta luar ngeri maupun dalan negeri yang akan ditempatkan.

Khalifah berhak menentukal dan memilih para mu’aww in untuk membantu

tugas-tuGas kenegardalulya. Ia juga berhak menentukan wali-wali yang ada di

Provinsi-Provinsi yalg lrlelljadi wilayah kekuasaannya.

Khalifah berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan

(qadli qudlat) . Dirjen-dirjen Departemen, Panglima Perang, Kepala Staf serta

para Kom?ndan yang menlbawa panji-panjinya. Mereka semua bertanggung

jawab kepada Khalifah, tidak kepada majelis Ummat.

Khalifah berhak mengadopsi Irukum syara’ dalam rangka menjalankan tugas-

tugas kenegaraannya. Dengan mengadopsi hukum-hukum syara' tersebut, dia

menyusun anggaran belanja negara dan menentukan rincian pengeluaran dan

48
pemasukaa.

i 3 n

4.

5

6

48 Zailum. SisIeIn ..... 108-109
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Nluawwjn Tafwidh atall Wazir adalah wala] Khalifah dalam membantu

tugas-tugas pemerintahan. lvf rIau'win Tafh'idh ini dipilih oleh Khalifah untuk

mewaailinya dalam urusan-urusan kenegaraan dan dimintai pendapatnya dalam

lnenrbuat searah keputusan politik maupun kebijakan publik dengan ijtjhadnya

berdasarkan hukum-hukum s \,arti'. Keberadaan Mllcrww irl I'afw idI1 atau Wazir ini

pada masa Rasulullah diwakili oleh saFabat Abu Bakar dan IJmar ra berdasarkan

hadis riwayat at-Tinnidzi bahu’a R.asululah bersabda :

\

yA Jv4JJ 43 V 1 31 Jb :Fb /U t J Jay JB gyal 4.# Gt J,

Ani ,L,_„Jt JAI 34 61,,Jj 1,'b 123S\ JB 1 J.' J\ /333 ,t~J\ J'\

(gb.J) J~’i$i,\3 iS\ J’\ J, 9\ /33 b\1 # Gj
Arbryo : "Dari Abu Sa'id a!-Khudr)' ia berkata Rasululah SAW bersabda:

"Tidak ada pada Nabi kecuali acta padanya dua pembantu dari penduduk langit
dan dua pendamping darI penduduk bumi. Adapun dua pembantuku dari
penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il. sedangkan dua pembamuku dari
pendudr& bumi adalah Abu Bakar dan Chaar". (HR. Tirmidzi)J9

&fllawwin I'q$'iclh wajib melaporkan segala sesuatu yang telah

diputuskan, apa yang telah dilakukan terkait tentang penugasan \vali dan pejabat.

A/1/au'win Tafwidh tidak terikat dengan salah satu departemen. tetapi semua badan

administrasi regara. Syarat-syarat Muawwin Tafwidh adalah laki-laki, Muslim,

baligh, berakal dan memiliki kemampuan (kompetensi) terkait dengan tugas

dibidangnya

49 Imam Tirmidd, Sunan Tirlnidzi. Kitab al-Manaqib, hadis 3613, 237

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



63

Muawwin Tanfidz yaitu pembantu Khalifah dalam tugas-tugas

kesekretar{atan dan bersifat operasioaal (.protokoler kenegaraan). Jadi tugas

Muaww irl Tdnfrdz bersifat adlninistratif, tidak terkait dari kebijakan maup8n

keputusan yang bersifat politik. Instansi Muaww in Tan.fidz adalah pemberi

_ layawr adninishasi kepada Khalifah baik bersifat ke dalam (Khalifah dengan

rakyatnya) maupun keluar Khalifah dengan negara lain. seorang Muawwin

Tany\dz harus memberikan laporan kepada Khalifah terhadap tugas-tugas yang

dilaksarakan.

Syara seorang Muaww irl Tan#dz harus seorang laki-laki karena dia

dituntut untuk selalu dekat dengan Khalifah (pasal 29). Seorang Muaww in

TarIfI& juga harus seorang Muslim karena dia merupakan orang kepercayaan

Khalifd1 yang mengetahui banyak rahasia-rahasia negara, sehingga

dikhawatirkan kalau dia bukan orang Muslim, akan terjadi kebocoran terhadap

rahasia negara. Al-Qur'an juga melarang orang Muslim untuk memilih orarg

kepercq'aannya di luar non Muslim sepeni finnannya :

f'JL.\j'J N 1 ,+ fgJLN rAj' &, 8th \ jl'J-J tPt &151 test,

fp\}}\ JA gUS CJ 4 B
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian mengambil

teman kepercavaanmu orang-orang di luar kelangarlmu (karena) mereka tidak
henti-hentinya menimbulkan kemudharcXan bagimu. Mereka menyukai apa yang
nrenyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka ..... ”. (QS. Ali
Imron: 118)jo

so Al-Quan, 3: 118
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Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Ml laww in Tan.fidz dalam

pelayanan ad:mjnjstrasi kepada Khalifah meliputi empat bidang

1 . Perangkat negara (aj!'tizatut daulah) .

2. Angkatan Bersenjata (.J'lily) .

3. Rab/at (UnnaI}

4. Ulusau-tulisan kenegaraan (S\'ll't_111 dauliydh) .51

Amirul jihad adalah penrbantu KJrabfah yang mengunni bidang luar

neH 11. bidang penal1311aII ten11asuk didalamnya depanenren perang, bjdarg

keun3=3,n dalam negeri dan bidang perindustHar!. Disebut .4nlir Jihad karena

keelnp3t bld39g di atas berkaitalt langsung dengan masalah jihad dan jihad itu

mer,pacu metode (thariqah) operadonal untuk mengemban dakwah Islam ke

luar negeH . -rdgas dan n'eu'enang InI intI ///zac7 terhadap empat bidang adalah:

1. Biang lua' negeri mengatur wtlsw1 luar neged yang berhubungan dengan

negara-nqara dalam segala bidang (pasal 52).

2. Bidmg peperangan mengatur uquan negara yang berkaitan dengan

persenjataan )’mg dimiliki tentara dan kepolisian (Pasal 53 )

3 . Bi!:ialg keamanan da laIn negeri mengatur urusan administrasi yang berkaitan

dengan sabihtas keamanan dalam negeri dengan kepolisian sebagai unsur

utan:1 c13lml menj3g3 keama13n (puja 1 54).

51 M-N3bh3ni, Siscm ....., 187
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4. Bidang industri mengatur segala urusan yang berkaitan dengan seluruh

teknologi: perindustdannya termasuk kepemilikan umum dan indi\ldu dan

dalam negara Khilafah, seluruh pabrik industri yang dibangun atas daar

strateoi peang (pasal 55).

Angbtan Bersenjata !nerupakan sebuah pilar yang menopang kekuatan

’ negara. Kh:aifah merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. L3tih3n

perang dan wajib militer diharuskan bagi segenap warga negara yang telah

mencapai usb 15 tahun. Dalan allgk3ta! Bersenjata terdiri dari dua pasukan yaitu

pasukan inti dan pasukan cadangan. Pasukan inti adalah para prajurit tetap

Cregtllc’r) yang dibayar c'leII llegara dan pasukan cadangan adalah pasukan setiap

orang Muslim yang memiliki kelnampIIan mengangkat senjata untuk berperang.

Al Qadla adalah badan peradilan yang memutuskan setiap perkara d©r

bersifat men#at dengan para hakimnya (qadli) dipilih oleh khalifa. Tugas al-

C]odIa rdalah :

1. Muyeleuikan 'sega Ia perselisihan yang teduh di antara anggota masyar&at

khusunya urusan nIllamalal dan uqubrt dan qadlinya disebut qacli biasa.

2. Mencegah hal.hal yang dapat merugikan di antara jama’ah dan qadHnya

disebut gaciII nItlhlasih

3. Mengatasi perselisihan antara KJralifah dengan rakyat antar pejabat dar

qaci!1)3 disebut RudI 1 lnacl:tIll 111 (p 3sd 66 & 68). A - ' Ht

Al,,WLJat (Pilnpi!!all Daerah Ting',at 1) adalah gtIben 1u (wali) pembantu

KJralifd1 untak mengatur unlsar-urusan rakyat ditingkat wilayah atau Propinsi
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yang menjadi daerah kekuasaan Khalifah, Wali memiliki kewenangan dalam

menjalankan tugasnya yaitu berhak mengawasi seluruh aktivitas administrasi

didaerah kekuasaannya, kecuali untuk urusan keuangan, peradilan dan angkatan

bersenjata. Dalam tingkat operasional, kepolisian berada di bawah kekuasaan

wali. Kewajiban wali untuk lnembedkan laporan kepada Khalifah dalam

melaksanakan tugasnya bersifat temporal dan kondisonal.

Jihazul Idary (Aparat Administrasi) adalah sebuah institusi setingkat

departemen, jawatan atau ullit yang bertugas untuk memberikan layanan

administrasi

Majelis Ummat adalah lembaga perwakilan rakyat dalam rangka

menyuarakan aspirasi rakyat. Anggota majelis ummat dipilih melalui pemilihan

umum terdiri baik . laki-laki maupun perempuan, Muslim dan non Muslim yatg

telah mencapai akil baligh. Keanggotaan non Muslim adalah bersifat pasif artinya

hanya sekedz- menyanpajkall pengaduan tentang kedzaliman Khalifah atau

pejabat negara lainnya, tapi tidak memiliki hak memilih (pasal 26). Lembaga ini

memiliki kewenangan dan tugas untuk:

1. Me\\’akI 1 umat untuk meInbedkan koreksi dan kontrol terhadap kinerja

Khalifah

2. Melnberkar masukan dan pertimbangan kepada Khalifah dalam menjalankar

tugasnya.

3 . Tempat Khalifah meminta saran dan masukan tentang urusan-urusan kaum

muslimin
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Dalam pengambilan keputusan, majelis ummat menggunakan mus)awal

urufakat. Perdapat dan pelnikiran majelis ummat yang terkait dengan masalah-

masalah tasyri', bersifat tidak mengika (pasal 104). Pendapat majelis Ummat

mengikat Khalifah hanya dalan perkara-perkara yang bersifat praktis.

B. STRATEGI DAKWAH ISLAM HIZBUT TAHRIR DALAM

MENEGAKKAN KHI LA FAll ISLAMIYAH

Sejak Mustafa Kenral Attaturk yang dibantu oleh Inggris dan instittsj

Yahudi menghancurkan negara Khilafah Islamiyah pada tanggal 3 Maret 1924,

umat Islam tidak pernah lagi nlenikmati hari-hari bahagia. Hizbut Tahrir menyeru

pada peljuangan yang paling nlulia, yaitu peljuangan untuk lnenegakkan kembali

Khilafah Islamiyah. Metoda yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban

dala\'al1 (telah ditetapkan) berupa hukum-hukum syara' yang diambil dari

thariqah perjalanan dalavaIl Rasulullah SAW. Untuk menegakkan Daulah

Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir memiliki strategi Dakwah berupa tiga tahapan

yartu:

Pertama, X'larhala 'l'alsqij- yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan unttic

melahirkan icdividu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizbut Tahrir

guna nEmberiuk kerangka gerakan, masa ini dilakukan pada saat awal berdirinya

Ihzbut Tahrir tahun 1952 oleh pendirinya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.52

': Hizbut Tahrir , Mengenal ...... 32-33
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Periode ini merupakan periode sosialisasi dan rekrutmen kader. Hizbut Tahrir

nwnyebarkan visi dan nasi serta tujllan perjuangan kepada publik. Bagi mereka

yang menerima/setuju dengan gagas&r Hizbut Tahrir, maka akan dilakukan

pembinaan-pembinaan khusus melalui halaqah-halaqah sehingga akhjrnya akan

tertanam akrab dan tlwiqah I ljzbut Tahrir dan mau berjuang bersama-saIIn,

korlsellll-asi pada peIIt)de a\vaI lebih banyak diiu'ahkan kepa&1 mernperbanyak

pengikut, pembinaan individu sesuai dengan tsaqafah Hizbut Tahrir dan

membangun format gerakan.

Kedua. Marhalat ’I-afa’111 yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan

mendorong mereka untuk mengemban (dakwah) Islam, membentuk kesadaran

dan opini unlm atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan

Hizb, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk

berusaha diw8judkan dalam realita kehidupan.

Kalau 3ada tahap pertama, dakwah Hizbut Tahrir lebih t»rsifat individu

dalan tingkIr) kecil, maka pada tahaFnn ini lebih bersifat umum dan kolektif.

Pada saat itu Hizb n,elakukan aktivitas-aktivitas berikut:

a.) 'Fsaqafah b4urakka lah , melalui halaqah..halaqah yang diadakan untuk

indivIdu (pengikut llizb) dalam rangka membangun kerangka Hizb,

rnclllperbanyak pendukullg serta nwlahirkan kepribadial Islam di kalangan

para pengikut dan anggota Hizb hingga mereka mampu mengemban dakwah,

menuaI,ng, medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangal

politik.
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b.) Tsaqa.fah Jami'i};yah . yang disampaikan kepada umat Islam secara umum,

berupa ide-ide dan llUkLurl-hUkun1 IsIan yang telah diadopsi oleh Hizb. Ini

dilakukat melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, atau di balai-

balai pertemuan, gedung-gedung lan tempat-tempat umum, juga melalui

media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran untuk mewujudkan

kesadar'aa umat secar'a ulnull sekaligus belinteraksi dengan umat.

c.) ShIa' al-Fikri (pergolakan pemikiran), untuk menentang

kepercayaan/ideologi, aturan dan panikiran-pemikiran kufur. Menentang

segala bentuk aqidah yang rusak, pemikiran yang keliru, persepsi yang salah

dan sesat dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan

peHentangarmya dengan lsltun. Juga membersihkan umat dari segala bentuk

pengaruh- dan implikasinya

d.) Kifah as-Siyasi (perjuangan politik) dengan melakukan perlawanan dan

penentangan terhadap negara Barat yang melakukan penjajahan terhadap

negara-negara Islam. disanlping terhadap negara non Islam, Hizbut TahLil

juga melakukan kritik dan protes terhadap penguasa di negara-negara IsIan

yang me:akukan kedzaliman dan 3enindasan terhadap umat Islam. Hizbut

Tahrir juga memberikan saran, nasehat dan solusi kepada pemerintah negra

Is laIn tentang persoaltul-persoalan sosial politik ymlg dihadapinya sesult

dengan syari’at IsIan

e.) Mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai

dengan hukum-hukrun syara’. 1-Hzb telah melaksanakan seluruh aktivitas itu
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dengan mengilwti jejak Rslllullah SAW setelah turunnya 6rman Allah dalan

surat al'Hijr ayat 94 : J3

//11\ c/ 3/\3 i/ 9 u. &&b
Maka sampaikanlah olehtmt secara terang-terangan segala apa yang
diperintahkan (kepadanm) . dan berpatinglah dari orang+trang yang musyrik.
(QS. al-Hijt: 94)J+

Ketiga. Marhalah lstilanllll Huknr i yaitu tahap pengambil alih kekuasaan

dan penerapan Islam secara total dan menyebarkan risalah Islam ini ke selunlh

dunia dengan dakwah dan jihad.>) Tahapan ketiga ini akan terjadi dengan

sendidaya jika di tahap penanla tadi terlaksana. Karena masalah Khilafah bukan

hanya masalah Ilizbut Tahrir, tapi sudah menjadi kebutuhan seluruh umat Islam

di dunia

Proses perebutan kekuasaan akan terjadi ketika umat Islam sudah

menyadari akan pentingnya barilafah dalam kehidupan politiknya dan ini tidak

harus membutuhkan kesepakatan seluruh unat Islam yang ada. Oleh sebab itu

sebuah gerakan politik Islam berskala internasional akan terjadi dengar

sendirirlya ketika unaI Islan yulg ada dan beberapa negara sudah menyadal

akan pentingnya kekhilaf}Iban.

Banyak pihak yang merasa pesimis dengan gagasan ini karena mustahil

akan dicapai kata sepakat mengingat pluralisme dalam politik umat Islam sendiri.

Menurllt Hizbut Tahrir tidaklah Iranls menunggu kesepakatan umat secara

5: Hizbut Tahrir, Slrarcgj 1 )IIkU llh Hi:l1111 ’l'uhll r. (3ogor: Pustaka Thoriqul lzzah, 200 1 ), 61 -63
54 Al-Qur'an, 16:94
56

11lid. _ 57
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keseluruhan, aKan tetapi cukup bisa diwakili oleh sebagian umat yang memiliki

kesadaran kebutuhan akan pentingnya kekhilafahan dan dari sanalah sebuah

proses perubahan terjadi.56

56 Hal ini misalnya terjadi di beberapa negara di mana untuk menwuhngkan redm yang konD
tidak harus mwrunggu keswakatan semuanya, tetqi cukup sd)@ian sda khususwa kalurgan terdidiK
nnmiliki k«adaran seperti tumbangnya rezim Syah Pahlevi di kab Tumbangnya nan Soeharto di
Indaresia
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BAB IV

API.IKASI KONSEP KHll.AFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

DAN STRATEGI DAKWAII ISLAMNYA

A. Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir

Menurut Hizbut Tahrir bahwasanya hukum dalam mengangkat Khalifah

• ®emimph) adalah wajib. llizbl it Tahrir merujuk pada beberapa dalil Al-Qur’an

maupun hadIS Nabi serta beberapa pendapat ulama’. UrgensI akan wajibnya

Khilafah baik berdasarakan nash-nash syar’i maupun berdasarkan akal, akan

perlunya keteraturan dan untuk menghindarkan perselisihan di masyarakat

menimbulkan pertanyaan utopis yakni ketika sebuah komunitas ideal yang terdti

dari nnuusia-manusia jujur. Masihkah diperlukan adanya pemimpin-pemimpin

politik Wilafah) ? Ketika sebuah perselisihan bisa dihindarkan karera

masyarakat sulah lnelniliki kesadaran diri untuk tidak lnelakukan kejahata•,

masihkah ketIdURan imaInah dibutuhkan ? Kecuali ketika komunitas Islam sudA

terpecah-belah dan dalam kondisi konflik (anarkhis), maka seluruh kepemimpinar

(dalam pengertiannya yang luas, termasuk pula Khilafah) adalah kepemimpinan

lnenurul kenyataan de f-act t ) Kllalifah dibutuhkan, dan bukan berdasarkan haknyr

de jurI3 . Han,'a jika suatu kolnuniatas sudah bersatu, akan mampu bersepakat

memilih seorazg Imam, dan Imam itu menjadi sah. 1

1 Mehdi Mu7affai, Kekuasaan Dalanl Islam. (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994), h.32

72

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



73

Hizbut Tahrir berpelldapat bahwa pen@ngkatan seorang imam

(pemimpin) adalah wajib, karella menghendaki terciptanya suatu pemerintahan

Islam yang melaksanakan hukunl-hukum Islam (Tuhan), maka diperlukan seoraag

khalifah. Oleh karenanya suatu nlasyarakat itu akan tercipta suasana adil, makmur

dan tenteram jika dj,lalanllya terdapat seorang Khalifah yang bertugas

nrenjalallkan hukunl-hllklull 'l-llllan dengan baik dan benar, Ini mcrupakan

manfaat diBgakkan kllilafah di 11111ka bumi.

Hizbt t Tahrir sekariulg telah berkembang di lebih dari 40 negara,

termasuk Indonesia. Di sejullllah negara, seperti di Timur Tengah dan As'a

Tengah. juga di sebagian llegara Eropa, mengalami hambatan yang luar biasa:

eksistensinya dilarang, anggotanya (Rangkap sebagiannya dipenjara bahkan

dibunuh. Ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi hanya beI laku bi a

menguntungkan sekulerislne. Tapi Hizbut Tahrir tidak akan gentar. Insya Allah,

Hizbut Tahrir akan terus beljuang demi tegaknya kembali 'izzul Islam wa/

Muslillr ill melalui syari'at dal Khilafah. Pilihan kita hidup mulia atau mati

syahid.2

Konsep Hizbut Tahrir tentang Khilafah menekankan pemegang

kedaulatan tringgi dalam negara yakni Allah SWF selaku pembuat hukum

syuro' dan konsep kckllasaan tertinggi adalah ditangan umat melalui

pengangkatan Khalifah yang telah dibai'at. Jadi fungsi dan peran Khalifah adalah

3 Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), "Metode Menegakkan Khilafah" h.96 dalam al-tVa'ie
No.43(Edisi khusus)Ah.IV/1-3 1 Maret/2004
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untuk lnelaksanakan llukunl-llukunr Allah dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

Konwp ini nlenliik j kesamaan dengan konsep negara teokrasi yang

sama-sama lnenekankan tentang kedarlatan tertinggi ditangan Allah SWT akan

tetapi ada beberapa perbedaan antara negara teokrasi dengan negara Khilafah.

I)erta11a, legitimasi dalam menjalankan kekuasaan, Khilafah

mendapatkan legitinrasi luelallli hai’at pengangkatan dan hai'at ketaatan oleh

ltmat bpada KJnlifah. Khalifall bukanlah wakil Allah, tetapi wakil ummat dalan

menjal&nkan kekuasaannya baik secara keseluruhan atau melalui perwakjlar.

Dalam lregara teokrasi. legjtilllasi kepala negara langsung daN Tuhar. R ayat

dipaksa untuk mengakui dan lnenerimanya tanpa ada kontrak dan kesepakatan 2

maka akan susah bagi rakyat melakukan koreksi dan kontrol sehingga menjadi

nronark! absoEg dan mengarall kepada tiran.

Kedua. karena lllereka lnengklailn sebagai wakil Tuhan, maka mereka

membuat hrlCum-hIrkum sendiri untrk melaksanakan roda kekuasaannya,

sedangkan dalam negara KIlilafah, fmgsi dan peran Khahfhh adalah untuk

melaksanakan hukum-hukunr Tuhan, bukan membuatnya. Fungsi Khalifah

sebagai legiskbi adalah untuk menrmzskan petunjuk teknis sehingga hukum-

hukun 'Fuhan bisa lebih operasional dalam mengatur kehidupan sosial politik

umat. Kalau terjadi pluraljtas dalam pemahaman hukum Islam, maka Khalifah

diberikan kewenangan untuk lnelnilih satu dari sekian aliran hukum yang ada dan

dijadikar hukum resmi negara. Kewenangan untuk memilih (tabanni) ini bisa jadi
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hasil ijtihad sendiri atau berdasarkan para ulama' mujahid yang ada di kalangan

Lunlrlat

Ketiga, dalam negara teokrasi, raja adalah orang yang tidak bisa berbrnt

salah. Segala apa yang diperintahkan raja adalah hukum yang harus dilaksanakan

_ (right or wrong my counlry) . Faktor lain adalah karena tidak ada kesepakatan

bersama tentug mekanisme bagaimana mengatur negara dan klaim raja sebagai

wakil Tuhan, menyebabkall posisi tawar rakyat menjadi lemah dihadapan raja.

Sementara itu dalan negaln Khilafah, <halifah tidaklah nra'sh lim bahkan rakyat

wajib ruKIa< tidak taat apabila KhaIihh nrenrerintahkan kepada sesuatu yalg

bertentangan dengan hukum-hukulll Allah.3

Pemikiran Hizbut Tahrir tentarg prinsip pemerintahan negara Khilafah

yaitu kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah dan kekuasaan ada ditangan ummat

menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan mutlak baik itu

eksekutif (Klu ifah), kalangan Ahlul Halli Wat Aqdi sebagai representasi aspirasi

mayorit3s4 ummat maupun lembaga peradilan yang berwenang memutuska1

hukum, semtnnya harus tunduk kepada aturan-aturan Allah dalam kebijakan

' Dalam sejarah InI yang pertama kali diucapkan oleh empat Khulafa'ur Rasyidin setelah merek
dibai'at umat adalah perlunya sebuah kontrol dan koreksi oleh rakyat terhadap penguasa dalam
menjalankan pernerintahannya. Munawir Sadjali, Isla:11 dan Tata Negara. (Jakarta : Ul Press, 1993\,
28_29

+ Bahkan menurut Din Syamsuddin nrengutip dari Rasyid Ridha, representasi aspirasi mayoritas
yang dilembagakan . dalam ahlul haIII wal aqdi menunjukkan bahwa kedaulatan umat telah
didelegasikan oleh sebab itu ahlul haJli waI andi harus benar-benar memfungsikan diri sebagai wakl
yang bisa dipercay& bukan hanya sekedar utusan. Din Syamsuddin, "Refleksi Atas Pemikiran Dur
Praktik Politik Islam" cInJama'ah. 39 ( Januari- Juni, 200 1), 166.
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negara tennasuk kekuasaan legislasi yang dimilkikj Khalifah harus tunduk dan

- hanya untuk lrelaksanakan hukunl-hukun Allah

Mesk fungsi KhaIifbh llanyalah sebagai pelaksana hukum-hukum Allah,

bukan ulltuk menrbuat llukun1 baru, akan tetapi pada saat-saat tellentu dengan

dipandu semangat huktun-hllkulll dan prinsip tersebut di atas, Khalifah dapat

mengubah atau menallgguhkan llukum tersebut atau membuat t Indang-tJndang

1 sekunder ya@ menulrjuk badan penasehat terlebih dahulu dan melakukan

konsultasi sebelum menetapkan perundang-undangan sekunder tersebut.)

PrInsip kedaulata11 ada ditangan Allah memberikan pengertian bahwa

tidak seorang pun. bahkan selllrtlh purduduk negara secara keseluruhan, tidak

dapat -nenggugat kedaulatall. l-lanya -_-uhan yang berdaulat, manusia hanyalah

subyek semua makhluk hidup baik secara individu maupun kolektif tidak

memiliki hak penguasaan atas dirinya secara mutlak. Prinsip kedaulatan ada

ditangan Ally- lnelnbeHkan .kekuasaan bahwa Allah yang merupakan pemberi

dan pembuat hukum prinsip tersebut berarti tidak seorangpun – meski Rasul

sekalipun – diberi llak dan kewenangan untuk membuat Undang-Undarg

sekehendak hatinya dan tidak seorangpun bebas mengikatkan diri untuk taat dan

patuh kepada peraturan-peraturan lam selain yang sudah ditentukan oleh Allah.6

5 Hakim Ja,,id Iqbal, "Konsep Negara Islam" c:alam Masalah-Masalah Teori Politik Islam , ed.

Ahmad Mumtaz, Penerjemah: Ena Hadi, {Bandung : Mi'nn, 1994), 62.
6 Abul A'la a]-Maududi, Hllkunl dan Konstitusi : Sistem Politik Islam . Penerjemah: Asep Hikmat,

(Bandung : F/Tizan, 1995), 158

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



77

Meskipun demikian dalam sejarah perkembangannya prinsip kedaulatan

ada di'angan Allah yang berani politik ketuhanan dengan tmiversahsmenya dalam

negara Khali kh seringkali mengalami kontradiksi dengan politik kemanusiaan

yang bersifat parsial dan lokalistik. Sejarah politik Islan sejak jaman Khulafa'ur

Rasyidin hingga terakhir masa Daulah Khilafah Utsmaniyah membuktikan. Hak

dan otoritas Khalifah sebagai pembawa misi-suci politik ketuhanan ternyata –

dalam bebe nn hal nrenilnbulkan kekuasaan yang cenderung destnrktif dan korup

sehingga Inul-cullah baII)'ak koll11ik dan peperangan, sementara politik ketuhanan

justru mencotn menghilangkan itu semua.7

Perspektif Hizbut Talulr tentang politik sebagai aktivitas yang mengurLS

dan mengatur segala persoalan umat (riayatus gyu’uni al-ummat) merEscayakxl

bahwa tugas dan peran Khalifah sebagai kepala agarna8 sekaligus kepala negar4

dan keduanya diorientasikan ulltuk nemberikan pelayanan demi terwujudnya

kesejahteraan ummat, bahkan lnenurut Abdul Wahhab r_halaf inilah tujual

tertinggi dari politik lslarn yakllj merBgakkan sendi-sendi agama dan politik

dunia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.9 Begitu besar tugas dan tanggung

7 Sebagian khalifah pada masa Abbasiyah karena adanya legitimasi Mlogis ini, menyebabkan
terjebak pada morrarkhi absolut. Dunpak Iain terjadinya sakrahsasi kekuasaan (negara) dar, timbulnya
patron chen antara yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga munculnya peluang nepotisme. Din
Syamsudin, Rejeksi Atas ...... 162-163, juga Dale E. Eickelman, James Piscatori, Ekspresi Politik
N4uslitn. (Bandung : Mizan, 1998), 43 .

8 Kepala agama yang dimaksud adalah untuk memberikan keputusan-keputusan terhadap masalah
agama baik berdasar ijtihad pribadi maupun para ahli mujahid lainny& Bahkan menurut al.Mawardi
peran Khalifah sebagai pengganti kenabian adalah untuk menjaga tegaknya nilai-nilai agama di dunia,
bukan untuk menerima wahyu, Imam al-Mawardi, al-Ahkanl as-Sulthaniyah. Penerjemah: Fadli Bahri,
(Jakarta : Darul Falah, 2000), 1

9 Abdul Wahhab KhaIIaC Politik HI IkIIm Islam. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), 42.
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Jawab yang harus dipikul oleII kepala negara. sehingga dalan negara Khilafah

semua persoalan dan kebutuhiul rakyat menjadi tanggungan negwa mulai masdah

ekonolzi (kesejahteraa11 sosial), pendidikan, keannran9 perckrnaian> dan

keadila:1 . 10

Konsep btli'clt yallg dianggap sebagai mekanisme Islami dalam

pengangkatan Khalifah sebagailnana dicontohkar oleh para sahabat cblam

lllelnilill Khalifah pellgga11ti Nilbi T menunjukkan bahwa silat kekuasaan dalam

lslan1 selain bcrdi'.siu' lcgiti111ilsi -l-uhan, juga harus memiliki legjtimuii u:nnrat

karena tiulpa hai’dI SIItItII kel)clllilnpinan tidakld1 sdr. 8,1/'c// memiliki mAna

adanya sebuah kontrak alltaln yaIlg berkuasa dan yang dikuasai

Mekanisme bcll'cII daliull pemilihan Khalifah memiliki kesana,m dengan

teori kontrak sosial J. J. Rousseau dalam negara modern. Menurut Rousseau awal

berdirinya sebuah negara adalah hasil dari sebuah perjanjian sosial antara

individu-individu yang lnellyerahkan sebagian hak-hak. kebebasan dan kekuasaan

kepada suatu kekuasaan bersanla yang kemudian disebut negara. Hanya saja yarg

membedakan adalah spirit yallg muncul dalam bai'at adalah implementasi

hukuln-:rukum Allah dan kontrol rakyat agar penguasa menjalaIU<al

kekuasaannya sesuai dellgan aturan-aturan Illahi. Sedangkan dalam kontrak sosial

It)Menurut Thomas Aquinas, karena kekuasaan itu berasal dari Tuhan, maka ia harus digunakan

sebaik-baiknya untuk melayani rakyat demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, tidak tx3leh untuk
kepentingan Fdbadi. Di samping kemaknruran, perdamaian, keamanan dan keadilan yang bersifat fisik
tugas penguasa add&1 harus bisa memberikan kebahagiaan abadi dalam arti hidup setelah mati dan ini
merupakan bagian tugas agama karenanya bersifat sakral. Ahmad Suhaemi. l’cnlikt ran 1>')lilik Barat:
Kcljian Sejarah I)er+elnbangall I)cnlikil-an Negara. Mas\'arakal dan Kekuasaan. ( Jakarta : Darul Falah,

1 999), 77-78
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adalah kesepakatan individu dengan individu lain tanpa ada keterlibatan

kekuasaan Tuhan didalamnya, bahkan teori kontrak sosial merupakan antitesa

terhadap ke bulatan Tuhan, sebaliknya bai'at merupakan aplikasi dari kedaulatan

11Tuhan

Tentang bentuk negara kesatuan, Hizbut Tahrir memilih model negara

kesatuan dengan sistem tcljrusat (sentralismi) dalam kebijakan politik dan

terdesentralisasi dalanr pengelolaan administrasi. Hizbut Tahrir beralasan dengan

hadis yang melarang berbaiat pada dua Khalifah pada saat yang sama bahkan kjta

disuruh membunuhnya dan mellolak negara federal karena itu hanya akan

mengurangi loyalitas kepada Khalifah selaku Kepala Pusat Pemerintahan dengan

konsep pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi yang digagas oleh

Montesquje dengan trias politica yaitu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.12

Akan tetapi berbeda dengan konsep Montesquie, pembagian kekuasaan dalam

sistem Khilafah memberikan porsi dan kewenangan yang cukup besar terhadap

Khalifar.13 Dalam sistem Khilaf’all, fungsi legislatif menjadi satu dengan fungsi

eksekutif Ktulifah yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah dan mengadopsi

sistem/pranata hukum lainnya untuk dijadikan hukum positif negara baik atas

dasar ij jhad pnbadi maupun para ahli mujtahid dinegerinya.

\\ Ibid,, 195

12 Dewan Redaksi Ensiklopedi lslaln (DREI), E-lsiklopedi is iam, vol 3 (Jakarta : PT lchtiar Baru
Van Hoeve, 1993), 52.

13 Dalam RUU Negara Khilafah pasal 35 tentang kewenangan Khilafah dan Tidak ada batas waku
bagi jabatan Kllil,dah (pasal 38). Bahkan nr«ki ada majelis ummat sebagai representasi aspirasi
rakyat, tetapi pendapaT majelis ulnnlat tidak mengikat Khalifah (pasal 107 point I a dan 1 b).
Taqiyuddin an-Nabhanl, Pcrallllrlll Hidup /11/alII Islam . (Bogor : Pustaka Thariqul lzzah, 2003), 1:9
& 1 58- 1 59
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Pen,i< ran llizbut ’l-aJlril- yang menjadikan persoalan Khalifah sebagai jati

dari selurLn persoalan problematika umat Islam tampaknya terlalu

menyederhanakan pennasalahan umat yang lain seperti pendidik@

kesejal-teraaI L keterbelakangall, sosial dan lainnya. Persepsi Hizbut Tahrir yang

menganggap bahwa gerakan IsIan yang mengurus masalah yang tidak termasak

skala prioritas, menurut penulis adalah kurang tepat. Penulis khawatir apabila

seluruh energi umat Islam hallya dihabiskan untuk mengurus satu persoalan yakni

Khilafah dengan mengabaikan masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan

lainnya hanya akan menrperparah problem ummat Islam.

Harus ada sebuall sillel-gisitas di kalangan gerakan Islam antara mereka

yang terjun di dunia politik dellg,rn gerd(an umat lain yang memperhatikan dal un

masalah–masalah ekononri. pe11didikan, dan sosial. Disinilah perlunya ada titik

temu di antara geraka11 lsI,IIn baik yang bergerak secara struktural sepertj partai

politik. Birokrasi Pelnerilltah lllaupun gerakan-gerakan kultural (non struktural).

Karena semua model gerakan tersebut akan menuju satu titik yang sama yakni

lzzul lslam wal Muslinlin.

Pandangan Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa faktor masuknya aliran

kalam dan filsafat d,JaIn IsIan pada abad ke 2 Hijriah khususnya pada masa

Daulah Abbasiyah khusrlsnya Khalifah al-Ma’mun telah mengakibatkan kerangka

berpikir umat (fikrah) tidak sesuai dengan Islam sehingga berakibat kepada saldr

dalam nlema]rami dan nrenel-apkan ajaran dan umat menjadi terbelakang.

Menurut penElis perlu dikritisi secara lebih cermat bahkan justru bertentangan
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dengan realitas sejarah. llal ini dikarenakan kemajuar wnat Islan dalam biang

sains dan teknologi masa Daulah Abbasiyah justru terjadi pada saat alira1 kalan

dan filsafat mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga banyak sekali

tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekdjgus juga

seorang fllusuf seperti Ibnu sala. al-Kindi, al-Farabj, Ibnu Rusyd) al-l«lawujzmi

dan lainnya. Disisi lain, kelenderungan domhmr Hbbut Tdrrir yang selalu

lnengeaepankan logi.ka dalan melihat sebuah persoalur, justru memilih

kesamaan pandang dengan Mu’tazilah, bahkan sebagian umat menuduh Hizbut

Tahrir sebagai aliran neo Mu’tazilah sebuah paham rasionalis dalam sejnah diran

kalam di dunia islam pada sekitar abad 2-3 Hijriah.14

DemLcan juga dengan penolakan Hizbut Tahrir terhadap sejarah uno_lk

dijadikan se3agai rujukan/sumber dalam menetapkan hukum Islam, perlu

dicermati ulang. Memang ada beberapa sejarahwan yang menulis tentang Islam

dan ulnlnat slam secara kul'iulg obyektif. akan tetapi mena6kan sama sekali

sejarah menIrakan kemustahilan. Pada sisi lain juga menimbulkan kontradiksi

dengan pandaagan Hizbut Talulr karena apa yang selama ini Hizbut Tahrir

mengaBgap sebagai ajaran dan doktrin Islam, termasuk tentang masalah

Khilafah dan mekanismenya dengan mengacu kepada masa Khulafa’ar-Rasyidin

juga m=rupakan hasil sejarah sebagai sebuah proses pemahaman para sahabat

1+ Kritikan al.Albani bahwa Hizbut Tahrir menjadikan akal suatu keistimewaan yang bukan
semesdny4 bahkal menurut al- All)ani, Hizbut Tahrir juga manIak hadis ahad untuk dijadikan hujjdr
dalam masalah aqidah, tapi hanya sebatas nrasalah hukum. Al-Muharnrnad Nashlruddin Albani, Hizb.It
l’ahnr: MrI'tazilah Gaya BanI. Penerjenlah: Ahmad Kh«iim al-Hanan, (Malang : Cahaya Tauh_d
Press, 1998), 17&23
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terhadap teks 4jaran Islam yang berinteraksi dengan budaya lokal sehingga

menghasilkan suatu ijtihad sebagaimana yang kita ketahui.

Pada sisi lain, keteltutupan Hizbut Tahrir dalam pengorganisasian

menyebabkab. sebagian umat luerasa ”ctBiga'’ terhadap gagasan pemikiran yang

sebenarnya 'diperjuangkall Hizbut Tahrir? Apakah benar pemikiran tersebut

merup aan pemikiran kelembagaan (Hizbut Tahrir) atau hanya sekedar pemikiran

tokoh-tokohnya? Karena penulis sendil merasa kesulitan ketika mencari data

tentang cita-cita, visi dan misi, program dan pemikiran politik Hizbut Tahrir dari

sumber data asli seperti AD/ART keputusan politik resmi partai yang diterbitkan

Hizbut Tahrir, melailrk,111 lebih banyak kepada pemikiran tokolktokolmya seperti

Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qa(hm Zallum, sehingga yang menjadi

pertanyaan apakah yang selama ini kita ketahui tentang Hizbut Tahrir termasuk

pemikiran kelembagaan ataukah pemikira1 perorangan ?

MenLrut penulis. keralgka berpkir Hizbut Tahrir dalam memahami Islam

lebih bersifat literalis dan tekstual, menolak pemahaman kontekstual. Hizbut

Tahrir nencoba menghadirkan wajah Islam seperti masa Nabi dan sahabat pada

konteks sekarang dengan nrcnaHkan segala perkembangan dan perubahan situasi

ekstenraI yang terjadi. Hizbut 'l'ahrir menolak pandangan bahwa sebuah hukum

berkenuang sesuai dengan Ihktor yang melatarbelakanginya sebagaimana qaidah

hc1h "al-Hukmu ya,tur r11 //lah ,1l-it lah wujut ldan wa 'adaman ". '” Hal demikian

15 Mifidhul AH6ny A. Faisha1 1 laq. Llshul Fiqh: Kaidah-kaidah 1>cnc lapan Hllkunl /s/a/*1.

(Surabaya: Citra Meda, 1997), 294
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akan berakibat Islam menjadi stagnan dan kehjlangan semangat universalismenya,

sehingga dimensi Islam sesuai dengan waktu dan tempat menjadi dipenanyakar.

Menunlt penulis, spirit yang harus dipelihara dalam memahami Islam lebih

kepada pringp moral universal, tidak kepada forma, karena segala ijtihad ynrg

dilakukan ole:1 para ulama’ tennasuk para sahabat sekalipun tidak lepas darI

faktor sosial, politik dan kondisi geografis yang mehngkupinya.

B. Strategi Dakwah Islam l\lenurut Hizbut Tahrir.

1-iga tahapan strategi dalam mewujudkan tegaknya Khalifah yakni

melalui tahap pembinaan dan pengkade-an (Marhalah Tatsqif) , tahap berinteraksi

dengan umat (h4arhalah ’l'q{-a'tll) untuk melakukan sosialisasi dan pembulgtunn

opini -mat - sehingga sesuai dengan Hkrah Islamiyah dan terakhir tahapan

perebutan kekuasaan (Marhalah !stilam Al-Hukmi) . Menurut penuis

menghaluskan Hizbut Tahrir harus memiliki sebuah perencanaan (master plan)

yang sistematis sehingga bisa diketahUI keberhasilan target selama sekian tahun

sejak perumusannya untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terhadap

strategi tersetrrt.

Tidak ada penjelasan khusus dari strategi Hizbut Tahrir dari tahapan

berinteraksi dengan umat (h4arhalah Tafa'ul) menuju ke tahapan perebutan

kekuasaan (Istilam Al-Htlknli) secara lebih detil. Termasuk juga kapan sebuah

Khilafah bisa ditegakkan dan betapa prasyarat untuk negara Khilafah dan Hizbut
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TahrIr juga Hdak memiliki blue print untuk membentuk negara Khilafah yang bisa

dijadikan pedoman standar oleh negara Islam lainnya.

Di tengah pluralisnle pemikiraa dan aliran 6qh maupun kalam, menurut

penulis ada sebuah kekhawatiran akan munculnya kekuatan otoriter yang ahn

memaksa seluruh negara Islam untuk bergabung dalam sistem Khilafah karena

, memang dann sistem Khilafah tidak dikenal sistem multi partai, yang ada

i hanyalah part’ai tunggal.

Dari ketiga strategi tersebut, Hizbut Tahrir tidak memberikan deskripsi

dan elaborasi yang lebih detil tentang strategi perebutan kekuasaan (lstilawl ,4/-

Huknr i) sehingga menimbulkan kecurigaan apakah melalui kudeta, revolusi abu

peper&rgan secara terbuka. Pola gerakan Hizbut Tahrir yang cenderung tertutJP

dalam pengarganisasialmya menyebabkan pihak lain tidak bisa mengenal secara

lebih mendalam tentang Hizbut Tahrir karena menurut penulis apa yang

diperjuangkaa Hizbut Tahrir pada akhirnya bedmpIikasi terhadap kehidupan umat

Islam. Di sisi lain pola gerakan tertutup akan menyebabkan Hizbut Tahrir terjebak

pada eksklusifisme.

Sikap Hizbut TahNr yang memusuhi kepada semua negara-negara Barat

(baca: non Muslim) terkadang membuat Hizbut Tahrir menjadi tidak obyekif

dalam melihat persoalan. Yang muncul adalah generalisasi apologi terhadap

apapun yang datang daN Barat. Padah& menurut Allah, kebaikan itu tidak terkait

dengan masalah Timur dan Barat karena semuanya berasal dari Allah (QS.2:

127)
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BAB \’

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dal: deskripsi di atas, maka ada t letJera 1}a kesil-npuian dari konsep

Khilafah lslanriyal'l dan strategi dakwah islaln menurut Hizbut Tahrir untuk

menegakkan Khilafah lsianrivah vakni

1. Prinsip dasar dalam pemerintahan Islam adalah kedaulatan tert{nggi ditangar

Allah dan kekuasaan ditangan umITlai lrleialui sistem bai'at yaitu bai'ut in’iqa,J

(pengangkatan Khalifah oleh 61/1/1// tutti v\'ai audi sebagai representasi aspirasi

mayoritas masyarakat) dan beII’tII llv-l'ul (petnyataan loyalitas rakyat terhadap

Khalifah). Sisteln penlerintahan dalan1 Islam adalah Khilafah dan wajib

hukumnya menegakkan Khilafah. Bentuk negara Khilafah adalah kesatuan

dan menolak sistar-1 federasi karella akan nlenyebabkan timbulnya loyalitas

ganda

2. Dalan "angka mewujudkan tujuan menegakkan Khilafah, Hizbut Tahrir

memiliki tiga tahapan. Pert anta, tahap pelnbinaan dan kaderisasi. Kedua.

tahap interaksi dengan ummat dalam rangka mensosialisasikan fikrah lslarn

dan thu{qah Islam sehingga umat akan memiliki persepsi tentang 6krah dan

tharlqah Islam dengan benar. Dan ketiga . Tahap perebutan kekuasaan (istilarr

al-hukmi-) ketika dirasa tunaI Islan sudah memiliki kesamaan visi dan

persepsi akan urgensitas Khilafah Islamiyah

85
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B. Saran-Saran

Setelrh melakukan analisa terhadap konsep Khilafah Islamiyah dan

strategi dakwah Islam menurut Hizb8t Tahrir, ada beberapa hal yang perlu

dijadikan saran

I . Tidak melakukan generalisasi bersifat apologt terhadap segala sesuatu yang

berasal dari Barat (non Mrlslim), sehingga bisa lebih obyektif dalam melihat

sebuah persoalan

2. Hendaknva Hizbut Tahrir juga 111elakukan sinergisitas gerakan politiknya

dengan kelompok-kelompok dakwah non politik (gerakan kultural), sehingga

ak&n diperoleh kesamaan visi dan persepsi tentang ke arah mana dan

bagajmarn masa depan umat Islan baik dari sistem politik, pendidikan,

ekonomi, dan kesejahteraan sosialnya pasca Khilafah Islamiyah terbentuk.

3 . Sebagaimana maksud diciptakanny3 manusia dimuka bumi yang menurut

bahasa Al-Qur'an adalah Khalifah 111 a rdh i . maka seyogianya barang siapa di

percaya oleh Allah SWT untuk mengemban amanat yang berupa kekrlasaan

harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, Para pemegang kekuasaan

hendaklat menjadikan keadilan dan ke{uiul'an sebagai pijakan dalam

melia lankan pemerintah jika kedua prinsip ItU dilanggar sudah dapat

diprstikan kehancuranlah yang akan didapatkan. Dan apabila kedua hal

tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka cita-cita pemerintahan Islam

yang didasarkan pada syari'at akan dapat diwujudkan .
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4. Terkait dengan strategi dakwahnya, maka Hizbut Tahrir perlu melakukan

gerakan struktural dengan terlf bU dalan sistem politik formal, sehingga

pemikiran dan gagasan Hizbut Tahrir akan dapat tersalurkan. Di sisi lain

keterlibatan Hizbut Tahrir dalan sebualr sistem politik formal akan

memberikan pengalaman bagaimana mengatur sebuah negara dengan se@la

kompleksitas problematikanya. Hal ini seperti pernah dialami oleh partai

politik Masyumi yang pernah memegang kekuasaan meski tidak terlalu lama

dibandingkan dengan Jalna'ah lslamnya Abul Ala al Maududi Pakistan yaag

ticak pernah terlibat dalam kekuasaan
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